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ABSTRAK |
HAK MEWARIS PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA
DALAM HUKUM WARIS ADAT -
DI KABUPATEN PACITAN — JAWA TIMUR

Oleh:
Rr.Arumdati Pratiwi, SH

Dalam masyarakat Pacitan khususnya di kecamatan Tulakan

‘yang menganut sistem Patrilineal, dahulu hanya memberikan hak

. waris atas harta warisan si pewaris bagi pihak laki-laki atau anak laki-

laki saja, maka pihak perempuan atau anak perempuan tidak mendapat

hak waris atas harta warisan si Pewaris. Akan tetapi dalam -

‘berkembangannya kemudian, pihak perempuan atau anak perempuan '
bisa mendapatkan bagian warisan dari harta warisan si pewaris.

- Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan  atau
perubahan yang ada mengenai hak waris perempuan dalam hukum
waris adat di kabupaten Pacitan, antara lain adalah adanya perubahan

“sosial dalam masyarakat, faktor pendidikan, faktor perantauan /
migrasi, faktor agama dan yurisprudensi yang dikeluarkannya oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia. ‘

Bila terjadi sengketa dalam hal pembagian wariSan,-terutama

yang menyangkut hak waris perempuan dalam hukum waris adat di

kabupaten, Pacitan khususnya. di kecamatan Tulakan, maka cara
penyelesaian yang banyak ditempuh adalah dengan dua cara, cara
_musyawarah dan’ mufakat serta cara penyelesaian perkara: di
pengadilan. :



" ABSTRACT

INHERITANCE RIGHTS OF WOMEN AND IT’S
DEVELOPMENT OF CUSTOMARY INHERITANCE LAW
IN PACITAN REGENCY-EAST JAVA "

By
RR.Arumdati Pratiwi, SH

People in Tulakan, Pacitan Regency submit to Patrilineal] family
system (system that man’s power is dominant in ‘a family). According
to the system, inheritance rights gave just for men or sons in a family.
On the contrary women or daughters have no rights to take
inheritance. Furthermore the system is change nowadays. Women or
daugters have rights to take inheritance. '

There are many factors which is influential in change of
Patrilineal-family system of customary inheritance law in Pacitan
Regency such as social change, education, religion, migration and
Supreme Court Jurisprudences. o '

The law suit about inheritance especially about inheritance
rights of women in Pacitan Regency are taken by using two ways. The
‘former is discussion and the latter is taken them to the court.
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BAB1

PENDAHULUAN

" A. LATAR BERLAKANG MASALAH

Sebagaimana kita ketahui Negara Republik Indonesia terdiri
déri beribu-ribu kepulauan yang mempunyai berbagai suku bangsa,
bahasa, agaﬁa dan adat istiadat yang memiliki perbedaan
walaupun ada juga persamaannya. Demikian pula mengenai
ketentuan tentang pewarisannya terdapat banyak perbedaan, namun
ada juga persaméannya.

Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari alam kehidupan
fnasyarakat di berbagai daerah di ¥nd0nné'sia, karena setiap anggota
masyarakat di’m-asing~mas;ing daerafl tersebut selalu patub pada
hukum adat, yaitu yang merupakan hukum tidak tertulis, yang
mana hukum ﬁt.ersebUt telah mendarah daging dala;m hati sanubari
anggota masyarakat yang dapat tercermin dalam kehidupan di

lingkungan masyarakat tersebut. -

Maka melalui adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat

tersebut, yang mana kebiasaan itu sudah mendarah daging pada

masyarakat secara turun temurun, hukum adat dapat dikatakan
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bersifat tradisional. Selain itu hukum adat dapat mengikuti
perkembangan dan kemajuan masyarakat, serta dapat pula‘
menerima pengaruh dari berbaga1 agama dan kebudayaan

Agama dan kebudayaan merupakan bagian dari adat isfiadat
- yang adé dalam masyarakat Indonesia, oleh karena itu. adanya
perbedaan pada agama dan kebudayaan tersebut akan banyak .
membawa perbedaan pada sistem hukum adat di Indonesia. Hal itu
juga sebagai akibat dijajahnya bangsa Indonesia oleh pemermtah
" kolonial Belanda, karena di zaman dahulu pemermtahan kolonial
Belanda sengaja memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia menjadi berbeda—beda golongan, suku bangsa dan Juga
‘ .b-ermacam—macam sistem hukum.
‘Ji'l'di da‘lam'Negéral.R,épublik Indonesia sampai sekarang ‘ini
" masih berlaku hukum -Waris yang bersifat'pluralistik, yaitu':
(0 Hukum Warls Adat, untuk warga negara Indmesm asli.
) Hukum Waris Islam, untuk warga negara Indonesia asli di

berbagai dacrah dan kalangan tertentu- yang terdapat

pengaruh hukum agama Islam.

! Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, Ghalia
Indonesia, Jakarta, April 1981, Hal. 108.



(3) Hukum Waris Barat, untuk warga negara Indonesia
keturunan Eropa dan Cina, yang' berdasarkan Kitab
Undang—uri.dang Huum Perdata.

Khususnya. dalam hukum waris. adat, ada perBedaan hukur_n
waris adat di daerah yang satu dengan yang lainnya di Ind(;nesia.
Scbziéai contoh, hukum waris adat di daerah Bali menganut sistem
Patrirline'al, dan- hukum waris adat .di daerah Sumatera Barfiit'

* (Minangkabau) menganut sistem Matriiineal.
. Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, SH, pengertian Hukum Waris
Adat adalah’® : o

“Hukum / yang memuat peraturaﬁ-perathran yang mengatur

proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta

benda dan barang-barang tidak berwujud dari suatu generasi
manusia kepada keturunannya

| Terkadang harta benda seorang laki-laki yang memnggal t1dak

dibagi-bagi selama masih ada_ janda dan'anak-anak yang belum

dewasa. Biasénya :pembagian warisan dilakukaﬁ kemudian pada

saat anak-aﬁak tersebut sudah dewasa, dan satu persatu

meninggalkan rumah mereka dan membangun mahligai rumah

tangga sendiri. Akan tetapi ada’juga pembagian harta benda yang

? R. Soepomo, Bab- bab tentang Hukum Adat, Penerbit Pradnya Paramata, Jakarta, 2000,
Hal. 14. ‘



' dilakuican diantara para ahli waris dimulai- pada saat orang tua
~ (péwaris) masih hidup, biasanszé dilakukan pada saat anak-anaknya
mendirikan rumah tangga sendiri, maka mereka diberikan modal
untuk itu, barang-barang yang diberikan -(dihibahk;am) pada waktu
ini, kemudian akan ikut dihitung pada saat kemudian pembagian
harta warisan dilakukan.

Masalah pembagian warisan di sebagian besar masyarakat di
Indonesia, pada umumnya dilakukan dalam suasana kekeluargaan.
Akan tetapi‘ sering juga, mengenai pembagiaﬁ warisan ini menjadi
peréelisihan diaﬁtara para ahli waris, terutama bila mereka masing-
maéing merésa tidak puas pada bagian warisaﬁ mereka. Oleh
karena . itu, bila terjadi perselisihan dalam pembagian warisan,
biasanya diselesaikan terlebih dahulu secara 'rhusyawarah dan
kekeluargaan. Akan tetapi bila cara tersebut tidak berhasil, seripg
‘pula terjadi masalah sengketa warisan yang ditcruskan pada adanya
gugatan }Ifang diajuken ke peﬁgadilan négeri.

Pada umumnya sistem kekeiuargaan yang ada dalam
masyarakat adat di Jawa Timur adalah sistem Parental, dimana
para anggotanya, meqarik garis k¢turunan keatas melalui garis

Bapak dan Tbu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki



dan seorang perempuan Qqcbagal moyangnya.. Dalam hal ini
R

keduduikan pria dan wam‘ica tidak dqbedakan termasuk dalam hak
kewarisan.’

" Tetapi pa.daE ! kabupaten facitan Jawa Timur khususnya
masyarakat kecamat?n Tulakan menggunakaﬁ sistem Patrilineél,
dimana para'anggotanya menarik garis keturunan ke atas, melalui
garis bapak, bapak dari bapak, terus keatas, séhiﬁgga akhilrnya'
dijumpai seorang laki-laki sebagail moyangnyrre;. menarik garis
kekéluargaah patrilinial dimana yang mendapat Warisan dari _pihak
laki-laki dalam hal ini anak laki-laki.. Tetapi tidak berarti dalam
hal ini dalam praktek sekarang anak—anak perempuan tidak
.mendapat_apapun dari harta benda orangtuanya. Untuk anak-anak
_ pereﬁpuan biasanya-.diberikan harta benda yang berharga pada
waktu ia ménikah, ﬁisalnya telah menjadi kebiasaan bagi orang
tua untuk memberi tanah képa'da anak perempuan yang telaﬁ
menikah, sebagai bekal dalam menjalani kehidupan berumah
tangga. |

~ Penulis tertarlk untuk meneliti tentang hak mewaris anak

perempuan dan perkembangannya yang ada sekarang dalam |

5 |GN Sugangga, SH, Hukum Waris Adat, Badan Penerbit Undip-Semarang, 1995, halaman 15. '



hukum waris adat di kecamatan Tulakan kabupaten Pacitan dan

atau orang-orang Pacitan yang sudah berada di perantavan. Karena

bagi sebagian besar masyarakat Pacitan di perantauan, anak

perempuan bisa mendapat bagian dalam harta warisan atau'dapat

menjadi ahli waris.

. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang tersebut di atas, maka dabat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : |

(1

@

3)

- @

Mengapa anak perempuan selalu tidak puas dalam

'Ipelaksanaan pembagian warisan di kecamatan Tulakan

Kabupaten Pacitan?

Bagalmana s1stem pembagian warisan yang dlanut oleh
;nasyarakqt Pacitan ditinjau dari Hukum Adat ?

Faktor-faktor apa sajakah yang mempengmuhi perkembangan
atau perubahan yang ada mengenai Hak Waris A;1ak
Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Pacitan ?
Bila terjadi sengketa dalam hal pembag1an warisan, terutama

‘!

yang menyangkut Hak Warls Anak Perempuan dalam Hukum '.



Waris Adat Masyarakat Pacitan, bagaimana cara penyelesaian

yang sering ditempuh ?

C. TUJUAN PENELITIAN
| 1. Untuk mengétahui alasan anak perempuan selaiu
tidak puas dalam pelaksanaan pembagian warisan di
Kecamatan Tulakan, kabupaten Pacitan. |
2. Untuk mengetahui sistem pembagian warisan di
_ ke“camatan Tulakan kabupaten Pacitan.

3. Untuk mengetahui fakto-r-faktor; apa saja yéng
mcmpquaru’hi perkenibaﬂgan atau perﬁbahan yang
ada mengenai Hak Waris Perempuan dalam Hukum
‘Wars Adlat Masyarakat Pacitan.

4. Uﬁtuk mengetahui bilamana terjadi sengketa dalam’
pembagian warisan terutama yahg menyangkut Hak
Waris Perempuan dalam ‘Hui(um Waris Adgt.

L Masﬁrakat Pacitan, cara-cara penyelesaian apa yang

sering ditempuh.

p. KEGUNAAN PENELITIAN




Kegunaan penelitian ini adalah :

() :Feoritis, yaitu hasil dari penelitian' ini diharapkan dapat
menambah khasanah‘ pengetahuan di bidang hukum waris .
adat, khususnyajmengenai hak Wéris anak perempuan menurut
Hukum Waris Adat Masyarakat Pacitan.

(2) Praktis, yaitu dapat menjadi salah satu pemikiran yang bisa
digunakan dalam praktek pembagian warisan yang terjadi di
masyarakat, terutama pada saat terjadinya sengkéta
pembagian warisan‘, dimana dapat ldipergunakan untuk
meniutu’skan perkara-perkara yang terjadi diantara orang-

orang Indonesia yang tunduk pada hukum'adat.

E. SISTEMATIKA PENULISAN
Dalam. benulisﬁn tesis ini sistematikanya diawali deng.an Bab I
sebagai pendahuluan yang berfungsi sebagai pedoman dari
penulisan tesis ini secara keselufuhan. |
Sélanjutnya pada Bab II akan membicarakan tinjauan umum
tentang pewarisan berdasarkan hukum adat, khususnya akan
dibahgs tentang ketentuan-ketentuan pewarisan menurut hukum

adat Pacitan,  meliputi siapa sajakah ahli ‘waris yang berhak



" mendapatkan pembagian warisan, harta warisan yang berupa apa
sajakah yang boleh diwarisi vdan bagaimana mengikatnya" suafu
adat is‘tiadat secara turun temuru;1 dalam masyarakat hukum adat.

Pada Bab III akan membicarakan mengenai metodologi
penelitian yang meliputi metode pehdekatan, spesifikasi penelitian,
lokasi penelitian, populasi dan teknik sampling, teknik
pengumpulan data serta analisis datai

Bab IV akan membicarakan mengenai hasil peneli/tian dan
pembahasan, yang meliputi ketentuan-ketentuan yéng mengatur
mengenai pewarisan. yang ditinjau dari hukum waris adat Pacitan
dan khusulsny..a mengeﬁai kedudukan  perempuan .l dan -
perkembangannya dalam hukum warié adat Pacitan. .

Béb :V‘berupa penutup yang akan memuat Kesimpulan dan

saran dari hasil penelitian ini.
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- BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT
| 1. Pengertian hukum adat secara umum
| Keberadaan Hukum Adat di Indonesia sangat

be_rpenéaruh banyak pada kehidupan masyarakaf (ii Indonesia.
Setiap individu béhkan sering merasakan suatu kebanggaan
yang besar gkan asal-usul daerah kampung halamannya dan dari
suku mana ia berasal. Seseorang bisa éaja merasa bangga
apabila mengakui berasal dari suku Jawa, Menado, Ambon,
Batak, Bali dan sebagainya.
];Bahkan terkadang, 'w.alaupun individu tersebut sudah
meni_nggalkan kampung halamannya atau berada di daerah
pera‘ntL;an, ia tidak_lupé Vpada'adat istiadat daerahnya. Misalnya
seseorang hidup di daerah perantauan masih memegang teguh
adat dari desa / | sukunya, yang sering dijumpai adalah pada hal-
hal. yang berkaitan dengan perkawinan dan warisan. Karena

mengenai hal tersebut pada masing-masing suku di Indonesia,

A
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terdapat cara pengaturan yahg khas dan ada suatu ciri yang
menonjol dari adat istiadat masing-masiﬁg.

Bushar Muhammad mengemukakan bahwa ° adanya
hubungan/susunan kekeluargaan adalah merupakan faktor yang
sangat pentiﬁg dalam : | |
a. Masalah perk‘aWinan, agar dapaf meyakinkém apakah a(ja

atau tidakny.a hubungan kekeluargaan yang merupakan

larangan untuk menjadi suami dan istri (misalnya hubungan
keluarga terlalu  dekat, - adik-kakak~sekandUng, Kdan
sebagainya).

o, Masalah  warisan, acianya hubungan kei(eluargaan
merupakan dasar untuk pembagia;l harta warisan.

Misalnya ada seorang taki-laki yahg berasal dari suku
Jawa, ak‘an‘te.tapi sudah hidup merantau di Padang selama 15
tahun, pada saat ia akan menikah, sering dgurnpal bahwa acara
pernlkahannya akan dllaksanakan dan dlselenggarakan sesuai
adat Jawa. Hal ini menan-dakan bahwa ia masih memegang

teguh terhadap adat istiadat kampung halamannya. T1dak jarang

pula terjadl mesklpun seorang laki-laki atau perempuan lahlr

3 Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adai, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, Hal. 3.
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dan besar di Padang, tapi ia masih merasakan ikatan darah Jawa

yang kuat mengalir di dalam dirinya, dan hal ini merupakan

suatu kebé.nggaan l?aginya. Maka pada saat prosesi pernikahan
pastilah  laki-laki étau perefnpua.n tersebut meminta
pernikahannya diselénggarakan menurut adat J awﬁ.

Sefing dijumpai perkawinan yang‘ diselenggérékan sesuéi
adat daerahnya masing-maéiﬁg. Begitu pula_halriya dalam hal
pembagian‘ warisn harta kekﬁyaan, kita juga sering menjumpai
warisan dibagi menurut adat daerahnya masing-masing.

Definisi Hukum Adat menurﬁt pendapat beberapa sarjana
-dem ahli hukum *:

: 1.Menurut . C. Van Vollenhoven, orang pertama yang
menimbulkan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan dan
‘menempatkan hukum adat bérkedudukan sejéjar dengan hukum
lainnya, maka hukum adat adalah |
“aturan-aturan hukum yang berlaku bagi orang-orang pribumi
dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai

sanksi (maka dikatakan “hukum”) dan di lain pihak di
kodifikasi (maka dikatakan “adat”).” -

4 Hilman Hadikusuma, Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat, Penerbit Alumni, Bandung, 1980,
Hal. 25. .
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2 Menurut Ter Haar, sebagai guru besar hukum adat yang
pertama ketika Sekolah ' Tinggi Hukum didirikan di Jakarta pada
tahun 1924, hukum adat adalah

“keseluruhan peraturan yang menjelma " dalam keputusan-
keputusan fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang
mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam
pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi
dengan sepenuh hati.” :

Yang -dimaksud fungsionaris hukum adalah kepé]a adat, para
halﬁdfn, rapat desa, Wali".tanah, pejabat agama dan bara pejab.at
desa yang memberikan keputusan didalam dan diluar sengketa
yang tidak bertentangan dengan keyakinan h;xkﬁm masyarakat,
yang diterima dan dipatuhi karena sesual dengan. kesadaran .
hukum 'mgsyarakat. |

3,Menurut R. Soepomo, pengertian hukum adat adalah :

“hukum non statuir yang sebagian besar adalah hukum
kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat
itapun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-
keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam
lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat
berurat akar kebudayaan nasional. Hukum adat adalah sutau
hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum
yang nyata dari rakyat, sesuai dengan firasatnya sendiri, hukuin
adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang
seperti hidup itu sendiri.”]
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Definisi Hukum Adat menurut A. Ridwan Halim adalah >

“Pada dasarnya merupakan keseluruhan peraturan hukum yang

. berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang
sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam
keadaannya yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, mengingat bangsa

Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing
suku bangsa’ tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan

pandangan hidup masing-masing’’.

~ Dalam -rnas‘yarakat Indonesia terdapat 3 macam

| ‘persekutuan hukum, yai{u o | *

[‘1] Pei;sekutuan hukum genealogis, dimana warganya
mempunyai  hubungan erat gte;s keturunan yang
sama, dan dimana faktor keturunan (genealogische
factor) merupakan hal yang pentiln'g' sekali.

(2) Persqkutuan hukum terri-torial; dimana warganya
terikat oleh suatu daerah dan wilayah tertentu,
dimana fai{tor terri.torial (territiale  factor)
me_:rupakan hal yang penting sekali.

(3) Persekutuan hukum genealogis-territorial, dimana

faktor genealogis maupun faktor territorial

mempunyai tempat yang berarti.

5 A Ridwan Halim, Hukum Adat dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal. 9.
S Soekanto. Meninjan Hukum Adat Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, Mei 1981, hal. 79.
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Selain itu di dalam hukum adat Indonesia’ mempun‘ydi
corak-corak tertentu,r yang merupakan ciri khasnya, antara lain
7
(1) Keagamaan, ;limana masyarakat mempunyai cor.;;tk
keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang‘
Maha Esa. |

(2_]'. Kebersamaan, rhempunyai sifat kebefsamaan yang
kuat, dimaha manusia menurut hukum merupakan
makﬁluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dan
memperhatikan  kepentingan sesama | anggota
keluarga, kerabat dan tetangga atas dasar tolong-
menolohg, serta saling membantu satu sama lain.

k(3'] Serba konkrit dan serba jelas, artinya hubungan-

' hubunganhukum yang dilakukaﬁ tidak bersembunyi
atau sal;nar-samar, antaré kata-kata dan perbuatan
berjalan serasi, jelas dan nyata.

(4) Visual, maksudnya -adalah hubungan-hubungan

hukum Vitu’ dianggap hanya terjadi jika sudah ada

tanda ikatan yang nampak. Misalnya adanya

»

7 Hilman Hadikusuma, Opcif, hal. 52-63



(5)

(&)

(8)

9
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pemberian “uang muka atau uang panjer” dalam
hubungan hukum jual beli.
Tidak dikodifikasi, artinya tidak dlhlmpun dalam

suatu atau beberapa kitab undang-undang menurut

. sistem hukum terteﬁtu.

Bersifat tradisional, artinya bérsifat tu_run—témurun
sejak dahulu hingga sekarang tetap dipakai, tetap
dii)erhafikan dan dihormati. |
Dapat berubal, biasénj{a perubahan tersebut terjadi
karena adanya perkembangan zaman, perubahan
keadaan, tempat dan waktu.
Mampu menyesuaikan diri dalam keadaan-keadaan
yang baru. |
Terbuka dan sederhaﬂa artinya dapat menerima’
unsur-unsur yang datang dari luar, sepanjang unsur-
unsur asing itu tidak bertentangan dengan pandangan
hidup _kita‘ dan ia bermanfaat bagi kehidupan
masyar.akat serta tidak. sukar untuk menerima dan

melaksanakannya. .
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Akan tetapi jika unsur-unsur dari luar tersebut tidak sesuai
dengan alam pikiran masyarakat, maka akan dapat ditolak oleh

masyarékét tersebut.

Didalam hukum adét terdapat banyak sekali Bidang—
bidang yang diatur secara adat, antara. lain hukum perkaWinan
adat, hukﬁlﬁ waris adat dan hukum perjanjian adat. Karena itu
penulis berkehendak untuk membahas dan mengﬁlas tentang

hukum waris adat, dan khususnya tentang hukum waris adat

Pacitan.

" Definisi hukum waris adat, menurut pendapat beberapa
sarjana dan ahli hukum adalah ®:
Menurut 'H'ilman‘ Hadikusuma bahwa,

« Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-
garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris,
tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara
bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan
pemilikannya dan pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain
hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada
keturunannya.” :

-

Ter Haar menyatakan bahwa,

“ukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang
mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan
peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak
berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya.”

8 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1999, Hal.7.



‘Menurut Iman Sudiyat * :

“Hukum Waris Adat meliputi. aturan-aturan dan keputusan-
keputusan yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan
dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non

materiil dari generasi ke generasi.”
Azas-azas hukum waris adat adalah "
(1) Azas ketuhanan dan pengéhdalian diri,
(2) Azas kesamaan hak dan kebersamaan hak,
(3) Azas kerukunan dan kekeluargaan,
(4) .‘ Azas musyawarah dan mufakat,

(6) Azas keadilan dan parimirma.

,  Agzas tersebut di atas banyak nampak dalam pewarisan

dan penyelesaian terhada;; terjadinya  sengketa dalam

pemabagian warisan.

-

2.Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat

Karena masyarakat Indonesia menganut berbagai macam

agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta mempunyai

berbagai macam pula bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem

keturunan yang be_rbeda—beda. Sistem keturunan itu sudah

* Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Azas, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal. 15i.
¥ Hilman Hadikusuma, Opeit, Hal. 21. E ,
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berlaku sejak dahﬁlu kalq. sebellum masﬁknya ajaran agﬁmei
Hindu, Islam Adan 'Kristen, dimana ‘sistem keturunan yang
berb‘edajbeda ini berpengaruh pada sistem pewarisan menurut
Hukum Adat.

Maka seperti yang dikemukakan oleh Eman Suparmian .
sistem ket_urunén/kekeluargaan waris adat itu dapét dibedakan
dalam tiga corak, yaitu 1,
a.S_istem. Patrilineal, yaitu sistem keturunan/kﬁekeluarg'aan yang
menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di
dalam sistem ini kedudui{an dan pengaruh pihak laki-laki dalam
hukum wéris sangét menonjol, contohnya Pada masyarakat
Batak, yang menjadi ahli waris hanya aﬁak 1aki-1ai<i_ sebab anak
perempuan yang telah kawin masuk menjadi anggota keluarga
pihak suami, maka sélanjutnya. ia tidak merupakan ‘ahl.i waris
ora;lgtuanya yang telah meninggal dunia. Contoh lain sistem
patrilineal adalah pada masyarakat Pacitan, Bali, Gayo, Alas,

Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian.

)

‘' Eman Suparman, /nrisari Hukum Waris Indonesia, Armico, Bandung, 1985, Hal. 49. -
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b.Sistem Matrilineal, ;}_féﬁtu sistem kémmnanﬂ(ekcluargaén
yang menarik garis keturunan pihak penek moyang perempuan,
" di dalam sistem 'kekcluarga:lan ini, pihak laki-laki tidak menjadi
peWaris untuk anak-anaknya, 'ka;'ena anak-anak mereka
merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya
masih merupakan anggota dari keluarganya sendm Contohnya
pada masyarakat : suku Minangkabau, Enggano dan Timor.

‘c..Sistem Parental atau - Bilateral, yaitu sistem
keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua ,‘
sisi, yaitu dari pihak baﬁak dan pihak ibu'.# Di dalam sistem ini
keduquan anak lékiilaki dan perelﬁpuan dalam hukum waris
adalah sama dan sejajar, artiI{ya baik anak laki-laki dan anak
perempuan dalam hukum waris adalah sarria dan sejajar, artinya
baik anak 1ak1-1ak1 dan anak perempuan merupakan ahli waris
dari harta peninggalan orangtua mereka. Contohnya terdapat

pada masyarakat Jawa pada umumﬁya Aceh Sumatera Timur, |

‘Riau, Kalimantan, Sulaw¢s1_ tan lain-lain.
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Ada 3 (tiga) mécaﬁi sistem pewarisan secara hukum adat 2
yaitu : |

a. Sistem Pewarisan Individual
Yang merup.akan ciri dari sistem peﬁarisan individual

adalah ‘bahwa harta - warisan akaﬁ terbagi-bagi hak

kepemilikannya kepada para ahli' waris, hal ini s,ebégaimana
yang berlaku rﬁenurut hukum KUH Perdata (BW), dan

Hukum Islam, begitu pula halnya berlaku bagi masyarakat di
| lingkungan fnasyarakat hukum adat seperti pada keluarga-

keluarga masyarakat Pacitan yang patrilineal dan keluarga-
‘keluarga suku Jawa lainnya yang parental.

' Kelebihan dari sistem pewarisan' individual adalah
dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-
_masing in.d_ividu. ahli waris mémpunyai hak milik yang bebas

atas baglan masing-masing yang telah dlterlmanya

' Kelemahan dari sistem pewarisan individual adalah
selain harta warisan tersebut menjadi terpecaih—pecah, dapat
berakibatkan putusnya hulgungan kekerabaitan antara

keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini

12 Uilman Hadikusuma, Hukum Waris Indones:a menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum
" Agama Hindu-Islam, PT. Citra Aditya Baktx, Bandung, 1991. Hal. 15-19.
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berarti -azas l;idup _kebersamaan dan tolong-menolong
menjadi lemah di .antara keluarga ahli waris terseb'ut. Hal iﬁi
kebanyakan terjadi di kalangan masy::lrakat adat yang berada
di peraﬁtauan, dan telah berada jauh dati kampung
halamannya.
Sistem Pewarisan Kolektif

Yang merupakan ciri dari sistem pewarisaﬁ kolektif ini

adalah bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya

dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak

terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan

hukum keluarga’kerabat (badan hukum adat). Harta

peninggalan  seperti ini disebut “harta pusaka” di

Minangkabau atau “harta menyanak” di Lampung.
Dalam sistem ini, harta warisan orangtua (harta pusaka

rendah) atau harta peninggalan seketurunan atau suku dari

: moyéng asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi

oleh ahli waris yang bersangkutan. Akan tetapi para anggota
keluarga/kerabat hanya boleh memanfaatkan, misalnya tanah
pusaka untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya,

atau rumah pusaka itu bg)leh ditunggu dan didiami oleh salah
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sec_)urang' dari mereka yang sekaligus mengurusnya. Hal ini
sebelumnya dapat ~diatur berdasarkan persetujuan dan
kesepal.catan' para  anggota keluarga’kerabat  yang
bers'angkutan. _

Kelemahqn dari sistem pewarisaﬁ kolektif adalah b

» Tanah pusaka terbengkai;eii tidak diuru§ dan
diusahakan dan rumah Eusaka tersebut. lambat laun
menjadi lapuk dan lrubuh.

» Sering terjadi perselisihan diantara anggota"kclompok
keluarga/kerabat diseba‘bkvan. karena ada dia.gta;'a
mereka yang ingin """rnenguas.ai dan memiliki secara
pribadi, atau menjualnya secara pribadi kepada pihak
ketiga.

c. Sistem Pewarisgn Mayorat
Yaﬁg-ﬁierupakanr ciri sistem Pewarisan Mayorat adalah
harta ‘ peninggalan orangtua (pusaka rendah) a‘tau harta
peninggélan leluhur 1;erabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan
tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing afﬁi waris,
melainkan dikuasai oleh anak sulung faki—iaki (mayorat prié)

di lingkungan masyarakat patrilineal seperi di Lampung dan
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juga di Bali, atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan
(mayorat wanita) di ‘lingkungan masyarakat matrilineal
Serhendo di Sumatera Selatan dan Lampung.
X Sistem ini hampir sarﬁa dengan sisteﬁ pewarisan kolektif
dimana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para ahli
" wéris melainkan-sebagai hak milik bersama. Bedanya pada
sistem pewansa,n mayorat ini, anak sulung berkedudukan
sebagal penguasa tunggal atas harta warisan dengan hak dan
kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-
adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat dari para
' anggotak keluarga ahli waris yang lainnya.-

Kelemahan dari sistem pewarisan mayorat ini adalah
sama dehgan kelemahan pada sistem’ pewarisan kolektif,
yaitt'l dimana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama
tergantung kepada siapa yang mengurusnya  atau
kekompakan ’kelompok anggota kcluarga/k::erabat yang

" mempertahankannya.

3.Unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris adat
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_ Yang’mcrupakan unsur-unsur yang terdapat dalam
huku;n waris adat adalah: 5 |
a. Pgwaris
(jrang me'mpunyéi harta peninggalan (warisan) S;Iagi ia
masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggalan
akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam

keadaan tidak. terbagi-bagi atau terbagi-bagi. Jenis-jenis-

pewaris adalah:

a.l. Pewaris La.l.ci-laki (Avah)
Yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-
lal‘(i', yaitu ayah atau pihak ayah (saudara-saudara laki-
laki dari.ayah), hal ini terjadi pada masyar'akat yang
mempertahanke;n garis ketﬁmnan laki-laki (masyarakat
patrilineal), sebégaimana berlaku di I;acita;l, bali,
‘Batak, Larﬁpung, NTT, Maluku dan lain-lain. Dapat
 dibedakan menjadi : R
= Pewaris ﬁusakﬁ tinggi
Pewaris laki-laki yang ketika ia meninggal dunia

meninggalkan hak-hak penguasaan atas harta |

3

** Hilman Hadikusuma, bid, Hal. 26-30.
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’ -pusaka tinggi, yaitu harta warisan dafi beberapé '
generasi ke atas, atau disebut juga harta nenek
~ moyang. Dapat‘dibe:dakan menjadi :
(1) Pewaris mayorat'l-aki—laki
Berlaku di kalangan masyarakat .adat
Lampung Pepadun, yaitu penguasa_ tunggal
atas semua harta pusaka tinggi..
" (2) Pewaris kolektif laki-laki
Berlaku di kalangan masyarakat adat
Pacitan, Bali, NTT, Maluku dan Bbatak, yaitu
penguasa bersama atas semua harta puSaka
tinggi, yang. dipimpin oleh pewaris wsulung‘
(tertua), pewaris bungsu (termuda) atau
salah satu dari pewérié.yang cakap.
" Peﬁaris pusaka rendah

Pewaris laki-laki yang ketika ia nﬁeninggal dunia

(

meninggalkan penguasaan atas harta bersama

yang dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris.

a.2. Pewaris Perem'pua;’a (Ibu)
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Yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak
perempuan, yaitu ibu. Hal ini terjadl pada masyarakat
yang - mempertahankan garis keturunan perempuan
(masyarakat matrllmeal) pewaris perempuan tersebut
dalam 'mengqasai dan’ mengelola harta pusaka
didampingi oleh saudara l.elakinya, misalnya di.
Minangkabau dengz_m_ didampingi oleh mamak kepala
wars. --

a.3. Pewaris Orangtua (Avah dan Ibw)

Yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-
laki dan peremﬁuan bersama, yaitu ayah' dan iBu, hal ini
terjadi pada masyarakat yang mempertahankan | garis
keturunan Az(')rangtua (masyarakat parérital). Begitu pula
halnya macam harta dan asal-usul .harta warisan itu,
me’mp_engaruhi kedudukan peWafis bada saat ia sudah’
meninggal dunia, apakah harta ‘warisan itu sudah
merupakan harta bersama ataukah masih befsifat harta
| pusaka atau harta bawaan. Jika harta warisan sudah

merupakan harta bersama, sebagai harta pencaharian
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suami dan istri, maka harta warisan itu bebas dari

_pengaruh hubungan k‘ekcrabatan..

b. Harta Warisaﬂ ('P.éning'galan). 14 |
Merupakan harta kekayaan yang akan diteruskan ﬁleh
| pewaris .rketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal
dunia, -untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris
ménurut sistem. kekerabatan dan pewarisan yang berlaku
dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

Jenis-jenis harta warisan adalah :

b:1. Kedudukan / jabatan Adat

Mérupakan' warisan yang tidak berwujud benda, dan hal
ini Bérsifat turun-temurun. Misalnya Raja-raja adat di
Batak; Penghuiu Suku, Penghulu Andiko atau Mamak
Kepala Waris di Minangkabau; dan lain-lain.

Pada masyarakat patrilineal pada.umumnya warisan
kedudukan/jabatan adat ini ‘dipegang‘ oleh keturunan
laki-laki sulung (tertua), kecuali apabila pewaris tidak
mempunyai'anak laki-laki, maka kedudukan kepala adat

diwarisi oleh penggantinya dari keturunan kedua.

14 1ilman Hadikusuma, /bid, hal. 36-43.
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Pewaris kedudukan/jabatan adat tersebut di Batak tidak
boleh diteruskan kepadé anak perempuan.
Pada mésyarakat matrilineal pada umumnya warisan
kedﬁdukan/jabatan adat ini dipegang oleh saudara'laki-
laki sulung atau yang cakap dari seketurunan wanita
dari pewaris. |
Yang -termasuk d;alam warisan kedﬁdukan/jabatan adat
adalah hak-hak dan ke'wajiban-kewaj.iban sebagai
anggota dewan tua-tua adét yang mempertéhankan tata
tertib - adat., mengat& acara dan upacara adat,
penggunaan .;:lla_t—alat perlengkapan dan bangunan adat;
hak-hak dan kéwajiban—kewajiban sebagal pemimpin

kesatuan anggota kerabat seketurunan.

b.2. Harta Pusaka
. Dapat dibedakan ‘I‘nen_j adi harta pusaka tinggi dan harta
pusaka rendah, bila diukur/dilihat dari- asal-usul harté
tersebut, yaitu
.‘ Harta Pusaka Tinggi
Semua harta/“ berwujud “benda, benda tidak

bergerak seperti bangunan dan tanah, benda
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bt__argerak seperti alat perlehgkapan pakaian adat
dan perhiasan adat, alat senjata, al_;lt-alat
pertanian, perikanan, peternakan, jimat dan ;ang

' tidak berwujud benda seperti ilmu—iimu gaib,
amanat atau pesan tidak tertulis, semuanya
berasal dari beberapa generasi menurﬁt garis
keturunan ke atas,. dari zaman nenek mbyang'dan
paling rendr;lh dari zaman buyut/canggah.

" Harta Pdsaka‘Rendah

Semua harta Warisan'yang juga tidak terbagi-.
bagi, yang berasal dari ma_fa pencaharian jerih
payah  kakek/nenek  atau “ayah/ibu, ‘dan
kebanyakan juga sudah tidak lagi terletak di
kanipung halaman atau sudah di luar kampuﬁg
halaman yang sudah jauh atau di perantauan.\

bh.3. Hdrt& Bawaan

Semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami
atau bawaan istri ketika melangsungkan perkawinai.
Jenisnya dapat berupa barang tidak bergerak atau

barang bergerak, mungkin berasal dari bagian harta
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-

puséka atau warisan dari orang-tua' atau kerabat masing-
masing suami atau istri, bisa juga berasal dari
pemberian atau hibah dari anggota kerabat, teta'ngga,\
sahabat atau berupa hibah wasiaf, termasuk hak-hak
pakai dan hutang piutang lainnya, yang dibawa oléh
masing-masing suami atau istri ke dalam perkawinan
mefleka.
Pada mas;yarakat ‘patrilineal yang melaksanakan
' perkawinan jujur, istri ikut dan tunduk pada hukﬁm
-kekeral;?atan suaminya, maka yang disebut harta bawaan
adalah barang—barang yéng dibawﬁ oleh istri, sedangkan |
barang-barang yang dikuasai‘ éuami dan_dimilikinyé
' édalah hérta pen’unggu'atau harta penantian suami.

b.4. Harta Pencaharian

Semua harta warisan yang berasal dari hasil jefih payah
suami dan istri secara bersama se'lama. dalam ikatan
perkawinan mereka, yang termasuk dalam Harta
pencaharian, bukan saja dalam arti hasil bekerja sama
. dalnam pertanian,'.hasil kerjasama bg:rdégang atau karena

suami menjadi karyawan dan istri juga karyawan, tetapi
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jugé termasuk pekerjaan istri yang sehari-hari di rumah
mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.
c. Ahli Waris
Semua drang yang berﬁak menerima bagian dalam harta
warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang .
berhak dan berkewajiban menerima ﬁenerusan harta warisaﬁ,
baik berupa barang berwujud maupun harta g/ang tidak
“berwujud benda, seperti kedudukan (jabatan) dan tanggung
jawab adat, menurut susunan kemasyarakatan dan tata tertib
adat yang bersangkutan. Selain it t_idak terlepas c:'lari
pengaruh susunan keker’abatan yéng patrilineal, matrilineéal
atau parentél; ‘ sistem perkawinan yang berbcntuk.
pémb‘ayaran'uang jujur (_p_atrilokal) atau tanpa pembayaran
" uang jujur (mafrilbkgl) atau .perkawinan mandiri; sistem
pewarisan yang individual, kolektif atau mayprat; jenis-dan
macam dari harta v'varisan; letak tempat harta warisan itu
berada, serta kedudukan dari para ahli waris itu sendiri.

c.1. Ahli Waris dalam Masyarakat Patrilineal

1% Hilman Hadikusuma, fbid, hal. 63-144.
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Pada dasarnya ahli Wa;is adalah anak-anak laki-laki,
sedangkan anak-anak pererﬁpuan bukan ahli waris.
Perempuan dapat dimungkink'z}n menjadi ahli waris, karena
ia sebagai j'anda dari almarhum ~pewaris yang
menggunakan hak pakainya atas harta peninggalan
suaminya; atau dapat juga karena ia sébagai anak
. perempuan yang diberi‘kedudukan sebagai anak laki-laki
-' (pengganti) dengan melakukan perkawinan “ambil pria”.

o Anak laki-laki sulung

Di Pacitan, anak laki-laki sulung menguasai harta |

" peninggalan yang tidak terbagi-bagi yang diurus
bersama - anggota keluarga seketurunan ayahnya.

Akan tetapi jika anak sulung tersebut pergi merantau

atau tidak bersedia ‘mengurusnya, maka yang-

..berkewajiban mengurusnya adalah anak laki-laki
bungsu.

o Anak ‘lak-i-laki bukan sulung dan anak larki-lﬁki
bungsu

Anak laki-laki yéng lahir dari perkawinan yang sah

dari orangtuanya, baik menurut adat maupun

g
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menurut agama yang dianut masyarakat setempat. )
Anak laki—llaki tersebut termasuk keturuna;nnya
(cucu-cucu si pewaris).

* Anak perempua.n- |

Pada dasarnya di kalangan masyarakat 'patrilineal
anak ‘pereinpuan bukan ahli \;sraris, kecuali menurut L
‘hukum adat setempat dibolehkan anak perempuan
sebagai penggaﬁti kedudukan anak laki-laki karena
‘keluarga yang bersangkutan putus keturunan l(tidak
‘mempunyai anak }aki-laki). Anak_peré,;mpuan bisL;
mendapat bagian dari warisan ayahnya, bila pada
saat ia melakukan perkawir:an, ia 'dii)eri bekal harta
'bawaaﬁ, yang béfupa perhias:an, alat transportasi
(mobil atau motor) ataﬁ tanah.

Anak tidak sah -

Anak yang l;dhir dari perkawinén ayah dan ibunya
yang tidak sah pada dasarnya bukan ahli waris,
namun sah atau tidaknya scorang anak di kalangaﬁ
masyarakat adat patrilineal di.pengaruhi oleh hu’kum“ "

ad?t setempat " dan agéma yang dianut oleh
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masyaquat setempat. Seperti di Pacitan, sah atau
tidaknya seorang anak sé_bagaiﬁ' ahli waris
dipengaruhi oleh adat Pacitan dan agama yang
- dianut, Islam dan Kristen.

Anak angkat

Merupakan anak orang lain yang berasal terutama
dari anggota kerabat terdekat atau juga orang fain
yang bukan anggota kerabat, yang diangkat sebagai
anak.' |

Di lingkungan masyarﬁkat Pacitan, kedudukan anak
angkat sebagai ahli waris sama haknya dengan anak
kandﬁng | terhadap hart‘;:l p.encaharian orangtua
angkatnj'a, akan tetépi 'ia tidak berhak sebagai ahli
waris terhadap harta pusaka dan kedudukan/jabatan
adat.

Anak tiri

Anak yang lahir dari istri yang sebelumnya berstatus
janda, yang sudah mempunyai anak pada

perkawinannya yang terdahulu dan kemudian
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menikah ‘lagii dengan membawa anak kedalam
perkawinannya yang selanjutnya.

.Pada umumnya di Pacitan, anak tiri tersebut
bukanlah merupakan ahli waris dari bapak tirinya, ia
tetap sebagai ahli ‘waris bapak kandungnya, kecuali .
ia diangkat ;ebagai anak angkat olch bapak tirinya,
n{aka ia berhak sebagai ahli waris bapak tirihya. /
Ahli waris dengan hibah wasiat

Dimana seseorang yang tidak berhak mewaris atau
yang tidak mendapat harta warisan tertent‘u, ada
kemungkinan untuk mendapatkannya karena adérg‘ya '
pesan atau amanét, hibah atau hibah wasiat dari
pewaris ketika masih hi.dup. Di lingkungan
fnasyarakat ﬁatrilineal,-hal ini dapat terjgdi terhadap
istri dan atau_anaknya y'ang keturunannya rendah,
atau jug'a' terhadap anak angkat dan anak akuan. |
Pésan atau amanah dalam hibah wasiat ini dapat .

dibuat dengan tertulis atau hanya diucapkén oleh

pewaris kepada ahli waris yang ditentukannya,
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dengan dis‘aksika’m oleh beberapa anggota
keluargany;i, terutama para ahli warisnya yang lain.

Dj daerah Sumatera, yaitu di Padang lawas dan
Batak Angkola, -Mandailing, pesan (tona) terakhir
téntang pewarisany ‘dari pewaris kepada ahli
warisnya, dilakukan secara‘lisa.n atau terfulis pada

saat pewaris tersebut masih hidup.

Janda

Pa;la, umumnya di lingkungan 'masyarakat adat
patrilineal dengan melakukan perkawinan jujur,
istrri/jand'a yang ditinggal wafat suamiﬁya, bukan ahli
waris dari almarhum spaminya, tetapi selama janda
tersebut mematuhi adat di pihak‘keluarg; suami dan
bertempat tinggal di kediaman/té_mpaf pihak
keluarga 'sﬁ_aminya, ia tetap berhak mengurus,
' memeliharg, mengusahakan dan menikmati harta
warisan suaminya, yang bui<an dalam bentuk

kedudukan/jabatan adat, untuk' keperluan hidup

janda tersebut dan anak-anak ‘dari almarhum
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suaminya, danm kemudian haﬁa warisan tersebut akan
dite;ruskan/dialihkan kepada anak laki-lakinya. Bila
anak-anaknyél belum dewasa, dalam penguruéan
harta warisan tersebut didampingi oleh saudara
tertua dari almarhum suaminﬁza* atau penggantinya
yang .masih hidl’lp. ‘Dan apabila kehidﬁpan janda
tersebut susah, karena tidak adanya harta warisan
suaminya tidak mencukupi kehidupan sehari-hari,
maka ia diurus dan dipelihalra. oleh saudara-saudara
almarhum suaminya sémpai .anaknya dapat berdiri
sendiri atau sampai janda tersebut meﬁinggal dunia.

c.2. Ahli Waris dalam Masyarakat Matrilineal

Pada dasarnya ahli waris adalah anak pereinpuan,

sedangkan anak laki-laki ‘bukan ahli waris. Kedudukan
anak perempuaﬁ sebagai ahli waris dalam masyarakat
matrilineal i)erbeda dengan kedudukan anak laki-laki
sebagai ahli waris dalam masyarakat patrilineal. Jadi para
ahli wéris perempuan dalam menguasai dan mengatur harta
warisan tidak :sendiri, melainkan'didampihgi oleh _saudara

laki-lakinya.
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= Anak perehpuan sulung
Seperti"‘ yang berlaku di lingkungan masyafakat adat
" Semendo di Sumatera Selatan yang menganut sistem
pewarisan mayorat wanita, anak.pe.rempuan sulung
bcrkedudukan scbagal “tunggu tubang” (penunggu
harta) dari semua harta warisan 6rangtuanya, yang -
'tidak terbagi-baéi penguasaan dan l.l)emilikannya
kepada ahli waris anak perempuan yang lain. Didalam
mcngu\asai dan mengatur h;'cirta warisan ini, ia
: didampip.gi oleh §audara laki-lakinya yang tertua yang
disebut “Payung Jurai” (pelindungl keturunan),
fungsinya yang utama adalah sebagai penggahti dal:i
ibunya lyang sudah iua atau sudah‘ meninggal dunia,
' untuk merigurus dan memelihara adik laki-laki dan
berempuan sampai mergka dewaga dan berumah
t@gga.
* Anak perel-npuan yéng bukaﬁ sulung
" Seperti 3lfang berlaku di Minangkabau yang menganut’
§istem peyari§an kolektif | wanita terhadap harta

pusaka; maka semua anak perempuan yang bertali-
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._ darah adél_ah ahli waris dari harta pusaka
" seketurunannya yang tidak terbagi-bagi penguasaan
dan pemilikannya, tetapi dikuasai dan diatur oleh
“mamak .kepala waris;’. Para ahli {varis perempuan,
boleh mengusahakah, menggunakan dan rﬁenikmati ‘
harta pusaka, seperti tanah, sawah atau rumah gadang,
secara bersama-sama di bawah pengawasén “Mamak
Kepala Waris” |
Anak laki-laki

| Anak laki-laki | mempunyai' kemungkiﬁan
berkedudukan sebagai ahli waris, apabila salah satu
dari mcreka yang ditetapkan éebagai ahli waris dalam
sua;tu kelurga tidak mémpunyai anak perempuan, jadi
kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dengan
melakéanakan perkawinan ambil ﬁerempuari.

Menufut Ter Haar, perkawinan sepz;,rti ini pernah
terjadi di perbatasan antara daerah‘Minangkabau dan
daerah Mgndailihg (Tapanuli Selétan), diﬁana suatu
keluarga Minang yang tidak mempunyai keturunan

Q

anak perempuan melaksnakan perkawinan jujur dan
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mengambil gadis Mandailing dan mc?netapkan anak
.perempuan yang akan lahir dari perkawinan ini
menjadi aﬁli waris bagi keluarga yaﬁg putus keturunan
itu. |

- ¢.3. Ahli Waris dalam Masyarakat Parental

Padal dasarnya ahli waris tidak dibedakan antara
kedudukan' anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka.
mas-ing-masing__ berhak mer;dapqt bagian warisan dari
orahgtuahya, baik terhadap harta warisan yang tegolong
harta pusaka kefurunan, maupun yang berasal dari harta
bawaan ayah atau ibunya, ataupun harta pencaharian (harta
.bersama) orangtua semasa hidup mereka.

_Oleh karena itu, cenderung dilakukan sistem pewatisan
secara individual, dimana harta warisan tersebut terbégi-
bagi  penguasaan  dan pemilikannya. Sistem
p'arentallbilate_ral. ini, banyak dianut oleﬁ masyarakat adat
Aceh, Melayu (Sumatera Utara), Sﬁmatera Selatan, pulau
Jawa dan Madura, Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan
karena adanya p;:rkembangan zaman yang semakin

modern, sistem parental/bilateral sudah dianut oleh banyak

L]
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keluarga—iceluarga _ llainnya; yang berlatar  belakang
kemasyarakatan patrilineal atau matrilineal.
B. Pé}aksanaan / proses pembagian warisan
Proses pembagian V\;arisan dapat dilaksanakan pada saat 16,

1. Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Masih Hidup)

(1) Cara Penerusan atau Pengalihan

Pada saat pewaris masih hidﬁp seringkali plewa'ris
telah melakukan peqerusah atau pengalihan kedudukan
atau jabétari adat, hak dan kewajibaq harta kekayaan
l;epe;da ahli warisnya. Cara ini biasanya berlangsung -
mc;,nurut hukum adat setempat. Misalnya terhadap
_ kedudukan; hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang
tidak terbagi-bagi kepada ,anak laki-laki sulung atat
bungsu di Tanah Batak, atau kepada anak perempuan
sulung di Minangi(abau atau kepada tunggu tubang di

Semendo.
N Acia pula pemberian ﬁarta kekayaan tertentu sebagai
bekal kekayéan untuk kelanjutan yang diberikan oleh

pewaris kepada anak-anaknya pada saat anaknya akan

" Nilman Hadikusuma, Opeis, Hal. 95-105



(2)

(3)

kawin dan mendirikan rumah tangga, di Batak disebut
Manjae. Pemberian itu dapat berbentuk rﬁmah, tanah,
sawah, mobil atau perhiasan. D1 Pé.citan biasanya anak .
laki-laki diberi i)ekal rumah atau tanah, dan untuk anak
perempuan diberikan bekal perhiasan.

Cara Penunjukan

Pada saat pewaris masih hidup, ia menunjuk

kepada ahli warisnya atas hak dan kewajiban atas harta

tertentu, dimana perpindahan penguasaan dan pemilikan

 baru berlaku dengan sepenuhn)}a kepada ahli warisnya

pada saat si pewaris sudah meninggal dunia.

Cara Meningealkan Pesan atau Wasiat

Biasanya pesan atau wasiat ini diucapkan atau
dituliskan pada saat pewaris masih hidup akan tetapi
dalam keadaan sakit parah atau akan pergi jauh dan ada

kemungkinan tidak kembali lagi ke kampung

‘halamannya. Hal ini biasanya harus diucap‘kan atau

dituliskan dengan jelas dan disaksikan oleh para ahli
waris, ahggota keluarga, tetangga dan tokoh-tokoh desa

atau pamong desa.
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Penefapan_ Harta Kekayaan semasa pewaris masih hidup
| dapat berupa.:17

1. PemberianA lepa;s dari pewaris kepada ahli waris. |
_C@_tO_h i)ewaris dengan dasar tulus iklas memberikan
kepada anak/ istri/ anak angkat sewaktu mereka 1lnasih
hidup bei'kurnpul. Pemberian ini bersifat mutlak dan tidak
dapat diganggu gugat olch-ahli waris lainnya (hibah‘).

2. Pemberian sementara artinya pemberian untuk sementaré

l. dari hartg warisan oleh pewaris pada waktu ia masih
hidup ‘kepa'da ahli warisnya.
Harta ini sekedar untuk dinikmati hasilnya saja sampai di
kemudian hari diadakan pembagian warisan yang bersifat
tetap. | |
Contoh : pemberign orang tua kepada anakhya yang baru

menikah sedikit harta untuk bekal hidup.

3. Penetapan; pembagian harta kekayaan yang bersifat

sementara antara para ahli waris sampai diadakan

pembagian warisan sccara tetap.

]? IGN Sugangga, SH, Hukum- Waris Adat, Badan Penerbit Undip-Semarang, 1995, halaman 54.
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Contoh : pembenan orang tua kepada analmya pada. ‘
waktu m331h hidup dan ketlka orang tua sudah
meninggal pemberlan itu diperhitungkan
kcmball dalam pembaglan harta warlsannya

. apakah akan berkurang atau bertambah yang
akan diterimanya. | |

2. Setelah Pewaris Meninggal Dunia
Setelah si pewaris meninggal dunia, terkadang timbul
persoalaﬂ apakah harta warisannya diteruskan kepada ahli
waris‘nya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi,
Bila harta warisan diteruskan dalam keadaan tidr;lk terbagi-
bagi maka perlu ditentukan hérta warisan tersebut berada

dalam penguasaan, sebagai berikut :

" Penguasaan-janda :

Pada ﬁmu:ﬁnya di Indonesia apabila pewaris meninggal ‘

dunia meninggalkan istri dan anak-anak, -maka harta

warisan, terutama ha&a bersama suami dan istri yang

‘didapat sebagai hasil pencaharian bersama selama

perkawinan rﬁereka, dapat dikuasai oleh janda almarhum,
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untuk kepentingan kelanjutan hidup janda daﬁ anak-anak
yang ditinggalkan.

Penguasaan Anak | '

Ababila janda dari almarhum pewaris sudah tua dap
anak-anak sudah dewasa dan l?érumah tangga, maka harta
warisan yang diteruskan dalaﬂl keadaan tidak terbagi-
bagi tersebut dikuasai dan diatur olel_l salah satu dari
anak-anak tersebut yang dianggap cukup cakap dalam’
mengurus dan mengatur harté warisan tersebut.
‘Penguasaan Anggota Keluarga

Apabila pewaris meninggalkan anak-anak yang masih
kecil dan belum dewasa, serta tidak ada jandanya yang
dapat bertanggung jawab mengurus hatta warisan, maka
penguasaan atas harta warisah yang diteruskan dalam
keadaan tidak terbagi-bagi tersebut diberikan kepada
orang tua pewaris, bila sudah tidak ada lagi maka akan
dikuasai oleh saudara-saudara pewéris yang seketurunan
atau dari kerabatnya _yané paling dekat.

Penguasaan Tua-tua Adat
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Apabild harta warisan tersgbut adalah merup.';ikan Harta
Pusaka Tinggi, misalnya keris pusaka, tombak, pedang,
' jirﬁat dan lain-lain.
Bila ﬁarta 'waris}an diteruskan dalam keadaan terbélgi—ba'lgi, '
maka I;erlu ditentukan kapankah waktu pembagiannya dan
bagaimana cara pen'lbag'ian itu akan dilaksanakan, sebagai
berikut :
o Waktu Pembagian
Pada umﬁmhya hukum adat tide;k menentukan kapan
waktunya harta ﬁariéan tersebut akan dibagi, akan tetapi
" menurut adat kebiasaan waktu perﬁbagian warisan
- biasanya dilakukan setelah upacara selama‘tanl terhadap o
pewaris yang meninggal dilakukan.
o Juru Bagi
Biasanya merupakan anggota keluarga/keré.bat, yaitu ;
- Orangtﬁa yang mas;ih hidup
- Janda atau duda pewaris
- Anak laki-laki atau perempuan tertua
- Anggota keluarga tertua yang c.lipandang jujur, adil

dan bijaksana
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- Anggota kerabat tetangga, pemuka/tokoh masyarakat
atau pemuka/tokoh agama Yan.g.diminta, ditunjuk atau
dipilih oleh para ahli waris. |

a Cara Pembagian

Dalam hukﬁm adat biasanya didasarkan atas

ﬁertimbangan tertentu mengingat wujud benda d‘an‘

kebutuhan dari para ahli waris.

| C.FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERUBAHAN DALAM HUKUM WARIS ADAT
1. Faktor Pendidikan '

Pendidikan membawa akibat manusia rmenjadi lé'bih
i‘asioqal dari sebélumnya,@menj adi lebih banyak memakai logika
dan per.hitllmgan, inempertim_bangkan segi-segi negatif dari
sesuatu hal, ke] adian atau tindakan yang akan dilakukan apakah
s.esuatu yang bcrménfaat atau tidak, sehingga berkuranglah sifat
berfikir spekulatif atau menyerah kepada’ keadaan. Hal. ilni

berpengaruh khususnya' dalam waris adat Pacitan,'yang dulunya

hanya anak laki-laki yang berhak mendapat warisan (sisfem

¥ Bushar Muhammad, Opcit, Hal. 128.
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parental), maka secara berpikir dengan lbéika, seseorang akan
lebih Icenciertlmg memilih keédi]an dalam hal pembagian harta
warisan, maka bagian warisan kepada anak laki-laki dan
perempuan adaléh sama rata.

. Faktor Perantauan / Migrasi

. Adanya perpindahan penduduk atau orang-orang dari
daerah terpencil ke tempat-tempat yang lebih terjamin bagi
kelangsungan hidupnya. Maka ia akan meninggalkan sifat hidup
yang kiranya kurang baik - dari daerah asalnya (kampung
halamannya), serta beralih ke sifat hidup yang lebih baik di”
daerah peral;ltauan. Pengaruhnya bagi hukum waris, misalnya di
daerah asal, hukum wérisnya berdasarkan sistem patrilineal,
sedéngkan di daerah perantauan hukum warisﬁya berdasarkan

sistem parental, maka ia akan cenderung mengikuti sistem di

daerah peréntauan, yaitu hukum waris berdasarkan sistem
parental.

. Faktor Ekonomi

Faktor —ekonomi dalam arti luas termasuk pula di

dalamnya faktor industrialisasi. Pada hakekatnya erat pula

hubungannya dengan pefkembangan di lapangan teknologi dan
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perkembangan Kkota-kota besar, semua menunjukkan dan
membawa ténaga—tenaga di dalam mesyarakat dan alam, sama-
sama menuju kepada suatu susunan ekonomi yang
melipatgandakan hasil produksi di segala sektor. Semuanya
ﬁempengaruhi tata hubungan manusia dalam masyarakat, yaitu
lebih rasiéna;l, berdasarkan perhitungan untunf; dan rugi. \
~ 4 Faktor Revolusi dan Perang

Revolﬁsi adaiah suatu perubahan besar dan meﬁdalam
pada masyarakat, yarig berlangsung dalam tempo yang sangat
cepat, yang membawa akibat perubahan kepada cara-cara hidup
lama, cara bcrtefnpat tir-iggal, kebiasaah, lalu lintas dan lain-lain, .
lebih-lebih membawa perubahan dalam sikap mental dan
_rohani, sehinggé kemudian timbul p;:rsamaan derajat antara

laki-laki dan perempuan (bilateral).

1

5. Yurisprudensi 19
Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa-

harta warisan, pada umumnya masyarakat hukum . adat

19 M. Rasyid Ariman, Hukum. Waris Adat dolam Yurisprudensi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988,
hal. 24-38. '
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meﬁghendaki penyelesaian yahg rukun dan damai, tidak saja
terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk
semua anggote; keluarga almarhum pewaris. Harapanhya adalah
persehs1han tersebut berhasﬂ diselesaikan secara damai,
schmgga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan
| keluarga itu dapat dikembalikan menjad} utuh seperti sedia kala.
Jalan penyelesaian damai itu dapa.t‘ ditempuh dengan ,cara‘
musyawarah, bagi musyawarah ‘terbatas dalam lingkungan
“anggota keluarga sendiri atau musyawarah kerabat atau jika
dipandéng pérlu 'dimusyavs_rarahkan dalam musyawarah
perdamaian adaf yang disaksikan oleh tua-tua/tokoh-tokoh adat.
Apabila segala usaha dalam menempuh -jalan damai di muka
| keluarga, kerabat dan pe‘radilan adat ﬁlengéléuni. kegagaian,
maka barulah kemudian perkaranya dibawa ke pengadilan
agama atau pengadilan negeri. Maka hal ini alkan menjadi tugas
bagi hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan
hakim mahkamah agung, untuk mencari solusi yang tepat baf‘gﬂi'
sengketa warisanadat tersebut. Kemudian timbullah berbagai
macam yurisprudensi, ='se:bagz}i solusi dari sengketa warisan adat

_tersebut.

i
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Salah satu ygrisbrudensi mahkamahl agung yang terkenal
dalam.haf sengketa warisan adat adalah : Putusan Mahkramah
Aoung tanggal 23 Oktober 1961 No. 179 K/Sip/1961, yangll :
berbunyi : Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang-
hidup di seluruh Indonesia, begitu pula di Tanah Batak Karo,
bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang pewarls,

- bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bagian anak
jaki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Dengan adanya yurisprudensi tersebut d1 atas maka di
kerﬂudian hari, bila terjadi sengketa warisan, maka pihak yang
merasa  dirugikan, térutama. piliak  perempuan, dapat
mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dan penyeleéaiannya
oleh hakim dapat mefujuk kepada yurisprudensi. ini, yaitu
pembagian hak \irafis yéir;g sama terhadap anak laki-laki dan |
anak perempuaﬁ.

Hasil Penelitian, 'Pengac-liian Negeri Pacitan, wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Surabaya (Jawa ;l“imur ) dilakukan

tahun 1981 di kecamatan Kebon Agung, sebagai berikut 20

I
&

% IGN Sugangga, SH, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,1995, halaman 46.
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1) Bilé seseorang meninggal dengan meninggalkan janda tanpa
anak dan" 3 orang saudara maka pembagian’ warisannya
sebagai berikut :

J aﬁda mendapat :
a.' dari barang gonb-gini, )
b.1/8 ciari b-arang gawan suarhi,
c.seluruh barang gawannya sendiri.
| Sedangkan saudara-saudara suami mendapat :
a. 1/3 dari separo barang gono-gini,
b. 1/3 dari 7/8 barang gawan almarhum saudaranya. '
2) Bila Ibu meninggal, maka pembagian warisannya sebagai
berikut : |
_a. Bapak hanya mendapat harta gawan,
b. Anak-anak mendapat barang gawan ibu

ditambah barang gono-gini.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

| Dalam setiap penelitian terhadap suatu ilmu, metode Vpeﬁelitia'nnya

harus disesuaikan dengan ilmu pengetahua;l yang menjadi dasarnya.
Misalnya metode pe‘nelitian'terhadyap ilmu-ilmu pasti berﬁeda‘ dengan
metoden penelitian I:erhadap ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu maka
suatu penelitian hukum akan mempunyai suatu ciri-ciri yang khas bilg
dibandingkan dengan bidang ilmu lainnya.. | |

Penelitian hukum, menurut Rdnny— Hanitijo - Soemitro, “dapat
dibedakaﬁ menj adi 2,

Penelitian Hukum Normatif, yaitu yéng dilakukan dengan cara
meneliti bakan pustaka yang merupakan data .;ekunder V'dan disebut \
jugq hukum kepitstakaan.

Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris, meneliti dengan

menggunakan data primer..

2 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukuim dan Judimetri, Ghalia
. Indonesia, Jakarta, 1990, Hal. 9. ‘ :

/
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A. METODE PENDEKATAN
Penﬂasalahan yang akan diteliti adalah rﬁasalah mengenai‘
adanya kaitan antr;lra faktor yuridis terhadap ,‘fa‘ktc')r empiris
mengenai “Kedudukén Anak Perempuan dan Plerkembangal;nya'
dalam Hukum Waris Pacitan”, maka metode peridekatan yangl

digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

B, SPESIFIKASI PENELITIAN |

Penelitian ini untuk memb;rikah deskripsi mengenai kedudukan |
perempuan dan lpeﬂ(‘embangannya dalam hukum waris adat
Pacitan, khususnya tentang adanya perkembangan yang telah
menyebabkan perbedaan.per'nbagian harta warisan bagi perempuan
di zaman dahulu dengan k;eadaan zaman sekaraﬁg. Selain itu juga
dilakukan analisis baik dari aspek yuridis maupun aspek

empirisnya.

C. LOKASI PENELITIAN
Lokasi penelitian adalah di daerah kabupaten Pacitan propinsi
Jawa Timur khususnya kecamatan Tulakan. Penulis memilih lokasi

penclitian di lokasi ini karena penulis sebagai salah satu dari
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- masyarakat Pacitan yang telah lama menikah dan tinggal di kota

Semarang, propinsi J awa Tengah.

D. POPULASI DAN TEKNIK SAMPLING

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau
seluruh gejala atau seluruh kejaa.’ian atau .:S'eluruhqmit yang akan
diteliti = Pqpulasi biasahya sangat besar dan sz;ngat luas, maka
kerapkali tidak’ mungkin untuk meneliti seluruh popﬁlasi itu. -
Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu meneliti semua
obyek ei;a.il semua ‘gejala atau semua individu atau semua kejadiﬁ
atau semua unif tersebut untuk dapat memberikan garﬁbaran yang
tepat dén benar mengenai keadaan populasi tersebut, maka cukup

diambil sebagian saja untuk dapat diteliti sebagai sampel.
Populasi di dalam penelitian ini adalah masyarakat / orang-
Pacitan (Donorojo, Puhung,'Pacifan dan Tulakan). Penulis dalam
~ menentukan sampél mcnggunékan teknik - Purposive Sarripling,

yaitu teknik yang biasa diphkai karena alasan biéya, waktu dan

22 Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, Hal. 44.
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tenaga, maka tidak mengambil sejumlah besar sampel hanya
sebagian saja..

Mardalis dalam bukunya mengemukakan bahwa 3

“Penggunaan teknik Purposive .Sampling mempuﬁyai suatu
tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini
“diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili-
karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaarn
teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-
ciri-tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya”. ‘

Maka' cara pengambilan sampel dilakukan dehgan mengadakan

‘penelitian pada- masyarakat/orang-orahg Pacitan di empat daerah:

kecamatan. N

. TEKNIK. PENGUMPULAN DATA
‘Data primer dan data sekunder dapat diperoleh melalui tata
| kerja sebagai berikut :
(i] Data Primer
Pengumpulan data p‘rifner dilakukan dengan cara :
a. Mengadakan w.a\.Nancara terstruktur, kepadé} ‘ para
responden khusﬁsnyél yéng menyangkuf tentang hukum

v

waris adat Pacitan yang berlaku di zaman dahulu, hingga

2 Mardalis, Mefode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, 1989,

Hal. 58.
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sﬁmpai pada ‘pr_arkeii—lbangannya di zaman sekarang ini,
terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak
waris bagi perempuan. |

b. Mengadakan observasi, yaitu melakukan pengamatan dan
perllclitié.n secara langsung ke obyeknya. |

(2) Data Sekundelj'

Data sekunder dipéroleh dengan cara :

a. Melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari sejumlah
literatur yang ada khususnya mengenai hukum waris adat, ’
serta hasil perkuliahan selama mengikuti pendidikan.

b. Menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai
dokumen yaﬁg menyangkut ketentuan-ketentuan hukum
waris  adat Pac;itén, juga terhadap yurisprudensi-

yt‘xrispﬁidensi yang ada yang berkaitan dengan hukum

waris adat Pacitan.

F. ANALISA DATA
Setelah terkumpul baik data primer maupun data sekunder
kemudian dianalisis secara kualitatif mengingat data yang

terkumpul bersifat deskriptif. Sehubungan dengan tujuan penelitian
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yang telah ditetapkan di 'atas, maka analisis kualitétif ini berusaha
untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan
yang berlaku sejak dulu beserta kaitannya dengan peraturan yang

_ berlaku sekarang.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan secara khusus
mengenai hasil penelitian );ang di dapat dari lapangan tentang
hak mewaris anak perempuan dan perkembangannya dalam
hukum wa_ris adat di kecamatah Tulakan, kabupaten Pacitan,
| yaitu mengenai sistem pewarisan dalam masyarakat hukum
adat kecamatan Tulakan - Pacitan dan perkembangannya,
Unsur-unsur - yang terdapat “ dalém hukum waris adat
Masyaraké_t kecamatan Tulakan dan perkembangannya,
pelaksanaaﬁ/proses pembagian warisan dan
*‘pe'rkembangannya, faktor-faktor  yang mempengaruhi
perubahan dalam kedudukan hak waris perempuan masyarakat
keca_tmataﬁ Tulakan, penyelesaian sengketa dalam waris adat

masyarakat kecamatan Tulakan.
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1. Sistem - pewarisan dalam masyarakét hukum adat
_kecamatan Tulakan - Pacitan ﬂan perkémbanganr_nya.
Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur
kemasyarakatan yang patrilineal, yaitu masyarakat yang ,
berdasarkan hubungan darah yang ditarik melalui g.ai;is‘
keturunan laki-laki, sehmgga yang ‘berhak meneruskan garis
keturunan hanyalah anak/keturunan dari plhak Iakl 1ak1
" sedangk_an anak perempuan yang sudah menikah akan keluar
dari kekerabatan patrilineal‘ keluarganya dan l;:emudian
masuk ke dalam kekerabatan patrilineal suaminya.

Berbicara mengenai sistem pewarisan'berkaitan erat
pula dengan hukum keluarga dan hukum perkawman
Hukum keluarga adat adalah hukum adat yang bentuknya
tidak tertulis dan di dalamnya terdapat pengaturan mengenai
hubungan liukum/kekerabatan apa .yang terdapat diantara
satu indivildu.dengan individu lainnya, apakah hubungan
Ayéh dan Anak, Ibu. dan Anak, Kakek dan Cucu, dan
sebagainya. Hlikl;lm Perkawinan Adat adalah hukum adat
yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat

-

ketentuan mengenai tata tertib/aturan perkawinan.
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Di daeraﬁ ini, si.s“tem pérkawinan‘ yang t;grlaku adalah
sistem eksogami, yaitu perkawinan di seorang laki-laki harus
Imencari calon istri (perempuan) yang di luar keluarga, jadi
dfilarang untuk' menikah dengan perempuan yang masih
farnlh atau sekeluarga.

Bentuk perkawinan yang serm.g dllakukan dalam
masyarakat adat Pacita\ll adalah “perkawinan jujur” yaitu
‘pérkawinan yéng dilakukan dengan pembaya\Iran uang jujur
atau dalam istilahnya adalah “Mahar”. Maka dcngéﬂ
diterimanya uang atau barang sebagai mahar tersebut oleh
pihak perempuan, maka berarti setelah perkawina_r-l
~ dilangsungkan si perempuan akan beralih kedudukannya
masuk dalam kekerabatan/keluarga suaminya, sclama ia
terikat dalam perkawinan _fersébut atau menjadi istri 'dari
suaminya tersebut. Selain itu, si istri wajib mengikatkan diri
pada perjanjian'untuk berada di pihak keluarga suaminya,
baik secara pr1bad1 maupun berikut harta benda yang
dlbawanya masuk ke dalam perkawman tersebut dan tunduk
kepada hukum ~adat keluarga suaminya, kecuali ada

ketentuan lain yang menyangkut harta bawaan istri. Istri
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dalam mélakukan Iperbuatan hﬁkum harus atas persetujuan

. : \ - _
suaminya atau kerabat suaminya. ‘

=M§ngenai' malhar,' adalah merupakan hak bagi

keluarga/kerabat keluarga istri, jadi bukainlah semata-mata
hak milik istri. 'Apal.ai‘la di kemudian hari, si suami
meninggal dunia, dan isfri menjadi janda, apabila si istri
tidak bersedia kawin lag1 dengan saudata laki-laki suarnir;ya '
yang telah wéfat,‘“karena‘ si janda ingin kernbali ke rumah
| orang. iua/kel_uarganya, atau si jahda ingin menikah lagi
dengan laki-laki lain, maka mahar tersebut  harus
dikembalikan olefl pihak keluarga perempuan kepada pihak
keluarga laki-laki/suami yang telah meninggal dunia
© tersebut.

Perkembangannya pada masa ini, perkawinan dengan
terlebih dahulu dilakukan pembayaran uang jujur atau mahar
tersebut, masih férjadi di lingkungan masyarakat adat
Pacitan khususnya di kecamatan Tulakan.

Setelah terikath perkawinan, maka kemudian sepasang

suami istri tersebut akan menjadi orang tua dan dari mereka

kemudian akan mendapatkan keturunan atau lahir anak-
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anak. Orang tué be;}kewajiban untuk memelihara dan
menéiidik anak-anakn_yé, tidak hanya terbatas sampai sang
* anak kgwiﬁ dan dapat mandiri, akan tetapi jikﬁ diperlukan
walaupiin mereka sudah menikah da-n mandiri, orang
tua/l\'craBat keluarga dapat mémberikan bimb‘ingaﬁ “dan
pengawasannya. |
Dalam masyarakat patrilineaf cii kecamatan Tulakan,
yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan
anak-anak adalah ayah kandungnya atau semua keturunan
laki-llaki (kerabat) dari ayah kandungnya.
| Berdasarkan penelitian yémg dilakukan terhadap
masyafakét adat di kecamatan Tulakan, menurut. pendapat
Bapak Suharto(dulunya orang Pacitan) masyarakat. di
léecamatan‘ Tulakan memang mengikuti sistem patrilineal
dalam i)em_bag!ian warisan, dimana yang mendapat bagian
warisan lhanya pihak laki-laki atau anak laki-laki saja,
sedangkan' piha.k perempuan atau anak perempuan bisa
mendapatkan bagian warisan. Pembagian warisan dengan
bagian yang sama rata terhadap laki-laki dan perempuan

sudah sering dilaksanakan, terutama pada sebagian besar -
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(rata-rata) masyz:trakat Pacitan di pera.ntauan.' Di daerah .
asalnya, Akhususnya masyarakat di kecamatan Tulakan
,dewaéa ini juga ‘melaksanakan pembagian warisan’ yangA
sama rata terhadap anak laki-laki dan anak perempuan,
walau mas‘ihl ada sebagian kecil yang melaksanakan
pembagian ﬁarisan hanya kepada laki-laki saja.
| Menurut pendapat responden'masyarakat di kecamatan

Tulakan®®, dulunya masyarakat disana mengadakan dalarﬁ
| pembagian wa‘risan, hanya pihak laki-laki saja yang men-
“dapatkan bagian warisan, sedangkan pihak perempuan \tidak
mendapatkan bagian warisan. Tapi = perkembangannya
sekarang, khususnya perempuan, bisa meﬁdapatkan bagian
warisan. |

Karena sebagian besar masyarakat adat di Tulakan
memeluk agama Isliam, maka pembagian warisan dapat
dilaksanakan dengan dua cara :

. Menurut Hukum Islam

Pererﬁpuan mendapatkan baglan warisan secara

hukum Islam, dimana bagiannya adalah setengah dari

26 Wawancara dengan Bapak Suranto, Tokoh perkumpulan kecamatan Tulakan, tanggal 5
Nopember 2004.
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bagié’n laki-laki. Atau dengan kata lain, bagian laki-
Jaki adalah dua kali bagian perf:mpuan.27

'2. Pembagian wari_saﬂ dilakukan secatra sama rata atas
bagi’a_n warisan Iaki;laki dan perempuanzs.

' Secara umum dalam ﬁembagian warisan pada
masyé.rakat Tulakan, .dilaksanakan dengan sisfem pembagian
secara individual, yaitu harta, warisan dibagi-bagi pada
masing-masing individu sebagai ahli waris daﬁ untuk
kefnudian .hari. akan ‘berada pada penguasaan dan

B pengeloléan masing-rﬁasing individu ahli waris. Yang sering
terjadi adalah, . harta warisan peninggalan orang  tua,
misalnya berﬁpa barang tidak bergerak tz:mah atau rumah,
semua dijual tel"lebih dahulu, dari hasil/hérga pe;'ljualan yang
didapat baru kemudian harta watisan tersebut dibagi—bagi
dalgm bentuk uang tunai padé masing-masiﬁg individu ahli
waris. Tapi ada pula keluarga yang men;ganut sistem
pewarisan -mayor'at laki-laki, dimana penguasaan ‘dan
pengelolaan terhadap harta warisan peninggalan orang tua

diserahkan kepada anak laki-laki sulung. Menurut cerita

2 Wawancara dengan lbu Warni, Ahli Waris dari harta warisan ayahnya, tanggal 6 Mei 2004.
2 wawancara dengan [bu Wami, Ahli Waris dari harta warisan orang tuanya, tanggal 8 Mei 2004.
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responden babak Suharto, hal ini pernah dialami oleh
Keluarga S yang sebagian besar anggota keluarganya sudah
merantau le luar dari Pacitan, harta warisan peninggalan

L}

orang tua merupakan sebuah rumah besar dan tanah- di

‘daerah Tulakan, kabupaten Pacitan. Jadi yang masih.

bertempat tinggal di kampung halaman hanyalah anak laki-
laki sulung, jadi dialah y'ang diperc.ayakan untuk menguasai’
dan mengelqla rumah dan tanah warisan tersebut.

Adapuia pengalaman dari responden ibﬁ Retno™, di
ké]uarganya ménganﬁt sistem’'pewarisan minofat laki-laki, di
mana harta warisan peninggalan orang tuanya yang berupa

sebidang sawah. di daerah Tulakan, saat ini dikuasai dan

- dikclola oleh anak laki-laki yang paling bungsu dari

keluarganya, kemudian pendapatan/hasil dari bercocok

2

tanam di sawah tersebut dibagi-bagikan dalam bentuk uang

tunai kepada saudara-saudara kandungnya, sama rata
pemBagian anak laki-laki dan perempuan.

Analisa

29 Wwawancara dengan Ibu Retno, ahli waris dari harta warisan orang tuanya, tanggal 7 Mei 2004.
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Setelah melihat dari hasil peneliﬁan yang ada, maka
- menurut pendabat penulis, sudah-sepantasnya pada masa
sekarang ini, pembagian warisan secara waris adat disana
dilaksanakan secara’ sama rata terhadap laki-laki Ean
perempuan, jadil tidak hanya laki-laki saja yang mendapat
warisan. Karena di zaman sekafang ini, peranan perempuan
dalam kehidupan masyarakat sudah sedemikiaq luasnya,
serta sudah adanya persamaan derajat antara laki-laki dengan
perempuan. |
2. Unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris adat
Masyarakat kecamatan Tulakan dan perkembangannya.
a. Pewaris |

Hasil Penelitian

Merupakan' seseorang yang menyerahkan harta
warisannya pada saat ia masih hidup, atau pada saat ia suaah
‘meninggal. Dalam. masyarakat di kecamatan - Tulakan
kabupaten Pacitan' yang disebut sebagai ipewaris adalah |
orang.:,r tua laki-laki (ayah) yang berkedudukan sebagai

pemilik dari harta warisan®.

-

30 Wawancar;i dengan Bapak Suratno, Tokoh masyarakat di Tulakan, tanggal 10 Mei 2004.
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Seiring dengan perkembangah zaman, maka yang
berkedudukan sebagai pewaris dalam waris adat Tulakan,
bisaljuga ayah - dan ibu (orang tua), karena yang umum
. dilakukan sekarmg harta warisan dibagi-bagi pada saat
kedua orang tua sudah meninggal dunia.

Masyarékat di kecamatan Tulakan .menganut sistem
kemasyarakatan ‘Patrilineal, oleh‘karené itu, biasanya yang
dianggap -sebagai pewaris hanyalah pihak ayah sebagal
kepala keluarga. Tetapi sekarang kita bisa melihat bahwa
yémg berkedudukan sebagai pewaris adalah kedua orang tua
(ayah dan-ibu),.karena di zaman mode-rn ini, ibu/istri telah
banyak berperaﬁ _dalam menunjang ekonomi rumah
tangga/keluarga, dan penghasilan ibu/istri masuk‘ dalam
harta bersama suami istri, maka harta bersama itu pula kelak
yahg akan diwariskan kepada anak;anakhya pada saat suami

istri tersebut sudah meﬁinggal.
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.‘ b. Harta Warisan
Hasil Penelitian
Jenis-jenis harta yang terdapat dalam hﬁkum waris adat di
kecématan. Tulakan, antara lain : |
= Harta Bawaan
Merupakan harta yang diperoleh dan dikuasai 6leh
suami atau istri masing-masing sebelum mereka
menikah, dan kemudian harta tersebut dibawa masuk ke
dalam perkawinan | mereka, jadi ada istilah Harta
Bawaan Suami dan Hafté Bawaan Istri.
Harta kekayaan yaﬂg dibawa oleﬁ pihak laki-laki atau
sﬁami ke dal‘am perka\;vinannya yang diperoleh sébagai
. ﬁemberian dari orang' tﬁanya, dan dianggap sebagai
4 mpdal dalam kehidupan berumahtangganya disebut
harta gono.
. Harta kekayaan yang dibéwa oleh -pihak
perempuan ataﬁ suami ke dalam perkawinannya yang
diperoleh sebagaf pemberian dari orang tuanya, di

Tulakan disebut harta gini. Biasanya ‘gini’ ini dapat
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berupa barang .tidak bergerak, seperti rumah, tanah atau
sawah, dan barang bergerak, ‘Sepcrti perhiasz!m,
keperlua{n rumah tangga atau pakaian. '

Yang terﬁasuk dalam pengertian harta bawaan
A.adalah' juga termasuk harta atau barang .yang dimiliki
oleh suami atau istri sebagail bagian warisan dari harta
wa‘rlilsan ‘orang tuanya yang felah meninggal, juga harta
atau bafan’g yang diterima dari orang lain sebagai.
pemberian (hibah).- .‘
‘Harta Bersama Sqami ‘dan Istri (Harta
Pencahatian) '

Merupak;'sm harta yang didapat dan dihasilkan
‘selama suami dan istri masih terikat dalam suatu
pe.rkawinan. Bisa merul;akan hasil jerih payah dari
pekerjaan- rhasing-masing suami atau.istri,.atau bisa
_iu;xga merupakan pembérian dari orang tua atau pihak
ketiga lainnya. Perempuan di daerah Tulakan yang
sudah “meﬁikah, sering menerima pemberian  dari

ayahnya berupa sawah, pada saat perempuan tersebut

sudah melahirkan anak. Pemberian tersebut ditujukan si
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ayah pérempugn (kaicek) kepada cucunya. Pemberian
ini disebut ‘hadiah kerelaan.
- Harta Pusaka -

Menﬁrut Bapaic Suharto, pﬁda sebagian masyarakat
Tulakan, masih terdapat adanya harta pusaka, dimané.
harta itu sifatnya turun temurun dari nenck moyang
kepada keturunannya yang masih hi_duﬁ sckarang,.
Biasanya harta ini penguasaan dan ;)emeliharaannya
dalam lkela;daan tidak te—rbagi-bagi, serta diserahkan °
tanggung jawabﬁya kepada anak laki-laki s&lung atau
yang dituakan. Harta pusaka yang .ada biasanya dalam
bentuk rumah (bangunan tua), tanah d;m sawah. Saat iﬁi
flarta pusaka tersebut kebanyakan berlokashi di kampung

halaman masyarakat kecamatan Tulakan.

Analisa

Harta bawaan dan harta bersama milik orang tua, dapat
diwarisi secara bersama-sama oleh anak laki-laki dan anak
perempuan. Harta tersebut terrnasuk dalam harta

peninggalan yang dapat terbagi-bagi, jadi dapat dikuasai
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dan dikelola secara individual- oleh masing-masing ahli

waris.

c. Ahli Waris

_Hasil Penelitian

Menarut ketentuan yang ada, ahli waris utama ’dan pertama ‘
dari pemilik harta kekayaan (pewarisj'adalah anak-anaknya.
Ahli wari.s utama adalah meliputi semua orang yang berhak
untuk menjadi . ahli waris berdasarkan huBungah darah
dengan si pewaris dalam suatu golongan/keidmpok, dirﬁanei*-
golongan yang lebih utama akan ‘menutup kemungkihan
mewaris bagi g;)longan kedua.
Menurut Bushar Muhammad, keturunan dapat bersifat’’
« Lurus
Apabila oraﬂg seorang merupakan keturunan langsung
darl yang fain, misalnya antara bapak dan anak; antara-
kakek, bapak dan anak; disebut lurus ke bawah kalau

rangkaiannya d‘ilihat dari kakek, bapak ke anak,

3 Bushar Muhammad, Op.cit, halaman 4.
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sedangkaﬁ disebu;‘. lurué ke atas kalau rangkaiannya
dilihat dari anak, bapak ke kakek. | :

= Menyimpang atau bercabang
Apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya
keninggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama
(saudara _sekandun;g), atau sckakek; nenek dan lain
‘sebagainya.

Selain keturunan dapat bersifat lurus atau m’ehyimpang,
keturunan ada tiﬁgkatan atau Gderajat‘. Tiap kelahiran
merupakan satu tingkatan; atau derajat. Jadi misalnya
seorang ’anak mefupakan keturunan tingkat 1 dari bapaknye;,
cucu merupakan keturunan tingkat 2 dari kakeknya, dan
sebagdinya.

Ménurut hukum adat Masyarakat kecamatan Tulakan
ada 7 golongan dalam ahli waris :

= I, Keturunan langsung/ariak beserta keturunannya.

] -

I1. Orang tua (ayah dan ibu).

I11. Saudara beserta keturunannya.

IV. Orang tua dari orang tua (berjumlah 4 orang).

V. Saudara dari orang tua beserta keturunannya.
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= VI Ofang tua dari orang tua dari orang tua (berjumlah 8
orang). - |
= VII. Saudara dari orang tua darli ‘orang tua beserta
keturunan dari sal.udara.fcersebut.
Kedudukan para ahli waris adalah sebagai berikut :
- Anak laki-laki (anak kandung) |
Di masyarakat kecamatan Tulakan, kedudukannya adalah
- sebagai éhli waris atas harta warisan orang tuanya. Hal
ini dialami oleh Bapak Suharto, di keluarganya
p‘embagian atas harta warisan orang tuanya dilakukan
secara sam.a rata terhadap bagian anak laki-laki dan anak
perempuan. Begitu pula menurut Bapak Suretno, di
masya;ékat kecamatan Tulakan, anak laki-laki adalah
sebagai ahli waris dari harta warisan orang tuénya.
- Janda
Meriufut Bapak Sqni, faada masyarakat -kecamatan.
Tulakan, ada 2 (dua) macam kedudukan janda : |
~ » Janda tidak punya anak
Jand.a yang pada saat suaminya meninggal, menurut

tradisi masyarakat kecamatan Tulakan otomatis dia

TPT-PUSTAK-UARE!

[
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kéluar dafi kekerabatan (marga) keluarga suaminya.
Jadi janda tersebut .tidak mempunyai hak untuk
mewaris dari harta wlarisa‘n peninggalan suaminya o
e Janda punya anak
chudukan jénda mema'ng' bukaljr sebagai ahli waris
dari suaminya yang telah ﬁléﬂinggal, akan t¢tlapi janda
itu mempunyai hak untuk nu:nikmgti hasil dari scluruh
harta warisan peninggalan suaminya selama janda itu
mémbutuhkannya selama hidupnya, deﬁgan E)atasan
dia tidak melakukan perkawinan lagi. Jadi janda
tersebut masih terikat dalam ikatan kekerabatan
(marga) keluarga suam’inya. Janda adalah’ sebagai
jen}batan pewarisan dari si ayah kepada anak-.
anaknya. Itu sebabnya pula biasanya harta warisan
baru dibagi pada saat kedua suami istri meninggal.
Akan tetapi menurut Bapak Suretno, di masyarakat
| kecamatan Tulakan, yang sebagian besar memeluk agama
i”slam, mereka :"éenderung mengikuti kaidah dalam
Hukum Islam, yaitu janda sebagai ahli waris dari harta_

warisan peninggalan suaminya. Harta warisan biasanya



17

ségera 'dibagi, setelah si suami meninggal, pembagian
tersebut pada umumnya baru berbentuk perpindahan hak—
milik, karena janda masih hidup, jadi umufnnya
penguasaan dan. pengelolaan harta warisan masih ,
Ailakukan oleh janda.

| Berdsarkan pengalamaﬁ Ibu Warni, masyarakat
ke'camataln Tulakan, beberap.a bulan . setelah _rayahnya
memnggal mereka sekeluarga mengajukan permohonan
penetapan. sebagai ahli waris ke Pengadllan Agama dl.
Jakarta, maka setelah itu Jelaslah siapa saja yang menjadi
ahli waris atas harta warisan ayahnya, yaitu janda (ibu
kandung Warni), dua orang anak perempuan (fermé.suk
Ibu Warni), satu orang ar;ak laki-laki dan satu orang
nenek perempuan mereka (ibu kandung ayah Warni).
Anak Angkat
© Menurut Bapak Suharto, di masyarakat kecamatan
Tulakan, dikenal dengan ‘anak angkat menjadi ahli waris
dari orang tua angkatnya, dan dia tidak 'dapa_t mewaris
o dari orang tua kal.ndtlngnya. Biasanya pengangkatan anak

dilakukan oleh suami istri yang tidak mempunyai anak

L
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laki-laki atau sama sekali tidak punya anak. Dimana .anak
tersebut berasal dari anak saudaranya atau keluarga dck'at
' ‘lainnya. Pelaksanaannya dengan dilakukan upacara adat
pade seat yang teleh ditentukan, dan dihadir oleh

keluarga dekat serta ketua adat.

Analisa

Setelah melihat hasil penelitian mengenai siapa saja
yang berhak menjadi ahli waris, tampak bahwa hukum waris
adat dalam perkembangannya saat ingi, anak perempuan

mempunyai hak waris atas harta warisan orang tuanya.

3. Pelaksanaan/Proses Pembagian ‘Warisan dan
Perkembangannya
Hasil Penelitian
a;l Sehelum pewaris meninggal dunia (fnasih hidup)
Sal_ah satu keunikah dari waris adat, khususnya
dalam waris adat masyagakét' kecamatan Tulakan,
pembagian.atau pemberian warisan dapat dilaksanakan

pada saat pewaris masih‘ hidup. Hal ini dikenal dengan
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* istilah Hibah, pemberian terscbut dilakukan oleh pewaris
pada saat ja masih hidup dengan maksud sebagai modal
untuk anaknya/ahli warisnya dalam membangun rumah
tangga bafu. Menurut pgndapat Bapak Pono, higah

| seperti inj dapét -dipersam'akanl atau dihitung sebagai
bagian Wmisan-. Berdasarkan = pengalaman Tbu Ani
Sqmanto33, masyarakét' kecamatan.Tulakan; orang tuéﬁya
télah merrllbagikan warisan yang sai:na rata terhadap anak

' laki'-‘laki dan anak perempuan. Hal ini diiakukan sebagai
pertimbangan dari orang tuanya'untuk memberikan bekal
hidup bagi -anak-anaknya yang telah-deWasa, agar'dapat'
hidup mandiri. Ibu Ani Sumanto méndapat bagién
warisan dalam bentuk jbafang bergerak, yaitu perhjasa_n
dan mlobil.. Saudara-saudaranya yang lain juga
mendapatkan bagian warisaﬁ kebényakén dalam bentuk
barang bergerak, tapi dalam poréi yang sarng/adil, baik

laki-laki maupun perempuan. |

32 Wawancara dengan Ibu Ani Sumanto, Masyarakat kecamatan Tulakan Toba, Ahli waris dari
orang tuanya, tanggal 23 Mei 2004.
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~ b. Setelah Pewaris Meninggal Dunia
Merupakan hal yang sering terjadi, biasanya harta
-‘ warisan orang tua; dibagi setelah kedua drang tuamleningg'al
d:uni'a-: Pengalaman ini terjadi di masyarakat kecamatan
4 Tulakan,. seperti yang dialami oleh Bapak Suharto, Bapak
Pono. Juga terjadi di masyarakat kecamatan Tulakan, seperti |
pengalaman Ibu Ani Sumanto dan Ibu.Wami.

Sebelum harta' warisan tersebut dibagikan»biasanya
diselesaikan/dibayarkan terlebih dahulu hutang-hutang yang
ditinggélkan oleh si pewaris. Baru kemudian sisg dari harta
warisan tersebut yang dibagi-bagikan képada ahli waris.

'Selain mengenal hiBlah dalam arti pemberian yang
dilakukan pada saat pewaris masih hidup,Jdalam hukum
waris adat, khusu'_shya' hukum waris adat masyarakat
kecamatf;h .'I‘ulakan, juga dikenal istilah hibah wasiat, yéng.
berisi pesan terakhir dari ‘pewaris yéng akan meninggal
dunlé yang bertu_]uan memberitahukan kehendaknya kepada
ahli warisnya, tentang bagalmana pembagian terhadap
semua hartanya, baik harta bawaan maupun harta bersama

' (pencaharian), hutang-hutangnya, ataur kalau rﬁisalnya ada
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b

suatu benda tertentu, benda bergerak atau benda tidak
bergerak yang akan diberikan kppada pihak lain di luar
Keluarga. Hibah wasiat baru berlaku setlah pewaris itu
meninggal. Tujuan yang dengan adanya wasiat atau pesan
terakhir dari peWaris adalah untuk menghindarkan timbulnya
sengketa diantara para ahli warisnya pada saat pewaris. itu
sudah meninggal, jadi hubungan keluarga diantara para ahli
warisnya gkaﬁ tetap terjaga baik.

Hibah wasiat dapat diucépkan secara lisan, di hadapan
para ahli warisnya afau saksi kerabat lainnya. Sekarang ini

- hibah wa_'siat juga banyak dituangkan dalam bentuk tertulis.

Analisa
Dalam hukum waris adat .masyarakat kecamatan
Tulakan, terdapat 3 (tiga) unsur yang saling berkaitan satu '
sama lain, yaitu adanya pewaris baik yang masih hidup
ataupun yang sudah meninggal, harta warisan dan ahli waris.
Hal ini tidak terlepas dari adanya ikatan ke_keraﬁatan /
kékeluargaan yang té;'dapai: dalam kehidupan masyarakat di

- Indonesia. Oleh karena itu perlu pula diperhatikan kaitan
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hukum waris adat dengan hukum kekeluargaan adat serta
hukum perkawinan adat, untuk menentukan bagaimana

. kedudukan seseorang, khususnya atas bagian warisan.

4. Faktor-;Faktoi' yang Mempengaruhi Perubahan dalam
' Kedudukan Hak Waris Perempuan Masyarakat_kecamatan
Tulakan

Hasil Penelitian

Masyarakat merupakan subyek pendukung suatu hukurﬁ
yang senantiasa mengalami p’erubahén. Perubahan-
p'erﬁbahan tersebut akan membuat masyarakat berkembang
dari bentuk yang sedgrhana ke bentuk yang lebih kompleks.
Setiap individu akan senantiasa mengadakan inter-aksi
dengan sesamanya, ;keluena dengan melalui interaksi setiap

_individu akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik
lahir maupun batin. Yang lebih penting lagi dér}gan adan;g;a
| perubahan-perubahan itu, pola perilaku tiap warga
masyarakat cenderung mengalami perubahén dan akibét dari

perubahan' itu menyebabkan tiap individu  dapat
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menyesuajkan dirinya dalam xﬁenghadapi berbagai maéam :
tantangan kehidupan. |

Terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat
pada dasamya .disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat
int'en{ dan ekstern. Perubahan yang disebabkan oleh faktor
intern antara lellin'dapat berasal dari adanya pertambahan atau
pengurangan jumiah penduduk, adanya penemuaﬁ atau
inovasi baru, adanya; pertentangan Ihaupun karena adanya
‘ révolusi. Sedangkaﬁ pérubahan yang disebabkén oleh faktor
ekstern adalah dapat berasal dari alam éeperti gempa bumi,
banjir dan kemarau, i)éngaruh kebudayéan masyarakat lain, |
peperangan dan lain sebagainya. . '

Maka berdasarkan hasil penelitian penulis, akan. dapat -
diketengahkan beberapé faktor yang dapat mempengaruhi
perkembangan dalam hukum waris adat Masyarakat ‘
kecamatan Tulakan, khususnya tentang kedudukan hak waris
perempuan masyarakat kecamatan !Tulakan.‘

Faktor-faktor tersebut antara lain :

(1) Faktor Pendidikan
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Berdasarkan hasil penelitian, dengan diadakan ~

" observasi langsung ke lapangan, sudah banyék
perempuan masyarakat kecamatan Tulakan. yang
dewasa ini telah berhasil menduduki jabatar.l' yang
tinégi,‘ sebagai hakim, jaksa, pengacara, doicter dan lain
sebagainya. Hal ini menandakan sebagai suatu
‘keberhasilan dari pendidikén yang diambil mereka.
Selain itu merupakan suatu bukti bahwa kaum
perempuan di Tndonesia, khususnya perempuan
m‘asyarakatl kecamatan Tulakan telah 'mendapat.
kedudukan yang membanggakan dalam kehidupan
masyarakat Inddnesia. Maka dengan ini i(edudukan
perempuan dapat dikatakan sejajar / sederajat dengan

 laki-laki. Daiam hal pe;uvarisan, khususnya menurut
hukum adat waris masyarakat kecamatan Tulakan yang
telah b_erkerﬁbang, kedudukan permpuan sudah scjajar
"deﬂgan laki-laki; yaitu adanya persamaan hak waris
bagi .pcrempﬁan dan laki-laki.

(2) Faktor Perantauan / Migrasi
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Sudah banyak masyarakat ‘/ o.‘fang-orang Masyarakat
kecaméta_n Tulakan yar{g merantau ke luar dari
kampung halamannya, misalnya ke DKI Jakarta. Di
tempat perantauan, ~mereka melihat bahwa sistem
pewarisannya berdasarkan sistem Parental, yaitu sistem
keturunan yang menarik gargs keturunan dari garis ayah
dan garis ibu, hal ini menYebabkan pelaksanaan
pe.mbagian warisaﬁnya dilakukan sama rata antara
bagian laki-laki dan perempuan. Orang Masyarakat
kecamatan Tulakan di perantauan melihat bahwa sistem
pembagian ‘warisan yang sama rata terhadap laki-laki
dén pcrempuaﬁ itu banyak memiliki kelebihan,
dibdﬁdingkan :sistcm pembagian ~ warisan adat
masyarakat kecamatan Tulakan -yang asli, yaitu hanya
laki-laki saja yang‘mendapat bagian warisan. Maka oleh -
orang. masyérakat kecaimatan Tulakan di perantauan
diterapkanlah sistem pembagian warisan yang sama rata
kepada laki-laki dan pérempuan. Dengan katla l.air‘l

kedudukan ‘' perempuan dalam hukum waris adat
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nﬁasyafakat kecamatan Tulakan adélah mempunyai hak
atas -bagian warisan. .
Faktor Ekonomi

Setelah penulis mengamati perkembangan jalannya
roda perekonomian di 'Indonesia khususnya di DKI
Jakarta, maka terlihat bahwa kaum perempuan sudah
banyak ambil bagian dalam hal mencari natkah, hal ini
tidak lepas dari banyaknya kesempatan kerja yang

ditawarkan bagi kaum perempuan. Berbagai macam

" kesempatan kerja ini kemudian dimanfaatkan dengan

sebaik-baiknya oleh kaum perempuan.
Karena andil perempuan masyarakat kecamatan

Tulakan dalam mencari nafkah dirasakan cukup besar,

~maka mestinya sudah sepantasnya  kedudukan

perempuan di dalam hukum adat masyarakat kecamatan
Tulakan disejajarkan dengan kedudukan laki-laki.
Faktor Komunikasi dan Teknologi Informasi '

Meﬁingkatnya frekuensi  hubungan  atau

¢

komunikasi antar masyarakat, tidak lepas dari adanya

kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi dan

o
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industri. Pada masa sekarang ini, komunikasi dapat
dilak’ukan dengan berbagai macam cara telepon,-
telepon seluler, internet dan teievisi, sehingga inforrﬁasi :
dapat lebih cepat. menyebar luas. Hal ini dapat
mengubah pula pola kehidupan masyarakat yang ada,
dalam hal tradisi adat, segala bentuk informasi dari luar
- akan mampti ‘merubah struktur yang telah ‘ada dalam
tradisi adat yang dirasakan monotc;ﬁ, sehingga
ter] adilah perubahan keﬁﬁdayaan.
-(5) Faktor Agama
Berdasarkén hasil pengamatan yangrdilakukan oleh
penulis, n;aka f;aktor agama juga dapat mempengaruhi
perubahan dan ;per.kembangan yang terjadi dalam
pewarisan sec&a hukum adat ﬁlasyarai(at ‘kecamatan
Tulakan, karena sebéthian besar mercka memeluk
‘agama Islam, maka pewarisannya purl dilaksanakan
secara.Hukum Islam, yaitu l:;agian laki-laki dua kali dari
bagian perempuan.

Analisa
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Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam
kedudﬁkan hak‘ waris perempuan Masyarakat kecatr_latan u
Tulakan _antaravlain : faktor pendidikan, p'erantz;uan/migrasi,
ekpnomi, komunikasi dan tc;knologi informasi serta aga_ma,'
satu sama lainnya saling berkaitan dan membentuk jalinaﬁ
yang kuat dalam meml\aengaruhi perkembangan prewarisan
yang terjadi dalam masyarakat adat Masyarakat kecamatén
Tulékan. Sehingga pada masa §ckarang ini, sudah banyak
dijumpai dan dapat. kita lihat ﬁro_ses pembagian warisan yang
dilaksanakan secara adil, dengan bagién yang sama rata pada
laki-laki dan perempuan, khususnya di daerah perantauan

DKI Jakarta.

5.Penyelesaian Sengketa dalam Waris Adat Masyarakat
kecamatan Tulakan

Hasil Penelitian

A. Secara Musyawarah

1) Musyawarah Keluarga™ |

3 Wawancara dengan Bapak Pono, masyarakat kecamatan Tulakan , tanggal 9 Mei 2004
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Dalarﬁ pelaksanaan pembagian warisan, sering kita
mendengar terjadinya perselisihan ataﬁ sengketa.
Biasanya terjadi karena ada pihak keluarga yang merasé
tidak puas dengan bagiannya terhadap harta warisan yang
ada, atau bahkan karena‘ia tidak meﬁdapr:it bagian -dari
harta warian yang ada. Perselisiﬁan tersebut dapat
menyebabkan kelcnggangan dalam - hubungan
| keheluargaan éntara anggota keluarga tersebut, bahkan
séring terjadi satu anggota keluarga menjadl bermusuhar,l
dengan anggota keluarga yang lam Permusuhan itu bisa
ber larut-larut, bisa bertahun- tahun lamanya. Berdasarkan
observasi yang dilakukan penulis, sengketa yang sering
terjadi adalah karena anak perempuan‘tidak mendapat
bagian warisan, karena adanya pemikiran bahwa secara
adat Masyarakat kecamatan Tulakan, anak perempuan
tidak mendapatkan warisan.

Di Maéyarakat kecamatan Tula_kan, biasanya
sengketa tersebut diselesaikan ieﬂebih dahulu dengan
cara musyawarah diantara para anggotabkeluarga: Yang

menjadi pemimpin dari musyawarah tersebut adalah anak
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laki-laki sulung atau anak laki yang ditLllakan‘ dari
keluarga tersebut, atau kalau ﬁdak ada anak laki, saudara
atau kerabat dari pihak ayah.

Pada masyarakat kecamatan Tulak;n, menurut Ibu
Suni, sebagai c.ontoh yang terjadi dalam keluarganya,
penyeiesaian sengketa pembagian warisan diprakarsai
oleh saudara-saudara laki—lakinya.l Dalam hai ini, meréka
meminta petunjuk dari kerabatnya dalam hubungan

" masih bérasal dari keturunan satﬁ kakek yang sama yang
dalam keluarga besar tersebut dituakan, maka kemudian
‘didapatlah penyelesaian dari sengketa tersebut. Harta
warisan dibagi dalam bagién yang sama rata antara laki-
laki (ian perempuan; harta warisan berupa rumah dan
toko dijual terlel;ih dahuly, baru kemudian hasil dari
penjualan tersebﬁt dibagi dalam bentuk uaﬁg tuna;i, sécara
sama rata kepada 8 orang kakak beradik tersebut, yaitu 3

orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

2) Musyawarah Adat
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Menurut’ Bapak Pono, bila sengketa pembagian
warisan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara
musyawafah, maka segketa tersebut dibawa ke dalam
musygwarah adat, dimana dipimpin oleh Kepala Desa
atau orang yang dituakan dalam adat Masyarakat

kecamatan Tulakan.

B. Secara Pengajuan Gugatan ke Pengadilan

Ada banyak pula sengketa pembagian wgrisan yang
tidak dapat diselesaikan ' secara musyawarah keluarga )
.atauplin musyawarah adat, sehingga para pihak kemudian
mengajukan  gugatan  sengketa pembagian warisan ke
'pengadilan negeri. Dalam . hal ini penulis melékukan
observasi terhadap pény_elesaian sengketa warisan yang -
diselesaikan di pengadilan, dengan cara mengamati beberapa
yurisprudensi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah
Agung, khususnya yang berkaitan dengan sengketa warisan
délam hukum waris adat masyarakat kecamatan Tulakan,
dimana kemudian sengketa tersgbut diselesaikan dengan

memberikan hak atas bagian warisan bagi perempuan.
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kedudukan dan hak-hak wanita di tanah Masyarakat

kecamatan: Tulakan. '



Yurispfudensi déi'i masyarakat hukum adat patrilinial : %

1. Putusan Makamah Agung tanggal 14 Juni 1968 No. 100

| KJSIP/ 1967, menentukan bahwa menglngat pertumbuhan
‘masyarakat dewasa ini menuju arah persamaan
kedudukan antara pria dan wanita, Makamah Agung
membenarkan ~ pufusan Pengadilan 'Tinggi Yyang
menétapkan bahwa dalam hal meninggalnya seorang
suami dengan meninggalkan seorang janda , seorang.

anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka janda
berhak atas separo dari harta bersama sedangkan sisanya
dibagi antara janda dan kedua anaknya mas.ing-'maéing

' mendapat séjnertiga bagian (di Kabanjahe). (

2. Putusan Makamah Agung tanggal 31 Januari 1968 No.
136 K/SIP/ 1967_ menentukan bahwa kepada seorang
anak perempuan patut diberikan bagian dari harta warisan
peninggalan' ayaﬁnya berdasari(an 'adat Masyarakat

kecamatan Tulakan, dengan memperhatikan kemajuan

= ;CziN Sugangga, SH, Hukum Waris Adat, Badan Penerbtt Undip-Semarang, 1995, halaman 71-
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perubahan-perubahan yang berlaku. Sebab sesual dengan f;ori
sosiologi pada umumnya, dengan berubahnya masyarakat itu,
maka akan' berubah pula kesadaran hukum dan norma-norma
hukum (nilai-nilai). |

. Asas keadilan dan perikema_nusiaan yang harus dfterapkan di
dalam kasus yang sedang dihadapi. |

Hakim dalam mempraktekkan hukum adat dalam pengadilan
- haruslah selalu dituntun oleh jiwa yang adil dan pantas menurut
_perasaan dimana kenyataan yang sedang dihadapi itu berlaku.
‘Dengan demikian perasaan keadilan dan perikemanusiaan dari
hakim’ -;;endiri' édaiah juga merupakan unéur yang mutlak
'diperlukan untuk memutuskan perkara yang dihadapinya.

: Memperhatikanl putu_san-putusah yang ° terdahulu
(yurisprudensi).

Seorang hakim adat sebagai yurist yang hidup dalam dunia
hukum yang tidak tertul.is (yang berdasarkan kebiasaan) .harus :
inemperhatikan hal-hal positip berupa putusan-putusan haklm
yang- terdahulu baik hakim yang sederajat maupun ha.klm yang-
lebih tua dan terlebih hakim_yang di dalam \kedudukahnya yang

lebih tinggi.
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Bila kemudia;n masalah sengketa warisan sampai ke
pengadilén, den.gan_berbekal sudah adanya banyak yurisprudensi
mengen-ai persamaan hak waris terhadap anak laki-laki dan anak

_ perempuan,‘ maka diharapkan pada perkembangan hukum
selanjut“nya yurisprudensi tersebut di atas dapat dijadikan dasar
pertimbangan bagi hakim dalam masalah-masalah sengketa
warisan yang ad;':l di kemudian hari.

Di dalam memutuskan perkara' adat menurut hukum adat
‘haruslah diperhatikan 4 hal yaitu o |
a. Mengetahui (m'enguasai) tentang sistim /. susunan hukum adat.

Disini penting befgi hakim sendiri untuk mempelajari hukum
adat aan mengetahﬁi seluk beluk hukum ladat | itu untuk
.mengadili dén‘memutuskan mengenai perkara adat, térlebih—
lebih . sebagai tuntutan zaman ‘dimallla dipérlukan suatu
pengetahuaﬁ yang serhpurna tentang sistem hukum adat pada
umumnya dan mcnguasai hukum adat setempat.

] b. Mengengl perubahan-perubahan hukum“dalan; masyar]akaf.

Masyarakat adehtlah sesuatu yang dinamis senantiasa

berkembang dan maju maka harus diperhatikan dan melihat -

-

2 Bushar Muhammad, Asas-asas flukum adat, 1978, halaman 223.



Hukum adat di Pematang Siantar, Sumatera Utara,
tentang kedudukan anak perempuan terhadap warisan
Qfang tuanya, daiam hal ini pev;/aris yang telah meninggal
de_,ngaﬁ r'n.e;ninggalkan- seorang anak pér_empuan, maka
anak perempuan inilah yang merupakan satu-satunya ahli |
warisnya dan yang berhak atas harta yang
ditinggalkénnya.
Analisa |
Kita sering mendengar bahwa betapa peliknya masalaﬁ
pembagian harta' warisan, terkadang proses ‘pemb'agian warisan
dapat diselesaikz;;l dengan baik, tapi sefing pula te_rjadi sengkerta
- yang melibétk’an b(;rbagai pihék. Sengketa yang sering terj'adi
adalah karena para ahli waris merasa tidak puas ;1kan bagian
warisanya, hal ini dapat mengakibatkan perpecahan dalam
keluarga tersebut. Oleh karena itu, semestinya mengeﬁai
masalah warisan ini, agar selalu dapat terjadi pembagién yang
| ‘.a;;iil dan damai, mesfinya setiap anggota keluarga memiliki rasa
kasih sayang dan_tcnggang rasa yaﬁg kuat terhadap anggota
keluarga yang lainnya, dan meﬁgenyahkah rasa ingin menang

sendiri/ egois.
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kecamatan Tulak;an, dimaﬁa dalam perkara-perkara yang
: samayéng timbul di kemudian hari, 'yurisprudensi.ini
dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukufn, dan
" menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan’
penyelesaian sengkéta‘ warisan.

Yurisprudensi * Mahkamah Agung | Nomor .-
415/K/SI£’/1970 tanggal 30 Juni 1971 :

Hukum adat di daefah Padang sidempuan, Sumatera
Utara, tentang kedudukan anak (laki-laki dan perempuan)
terhadap warisan orang tua. Di daerah Tapanuli
pemberian ~ dan penyerahan kepada seorang anak
- perempuan merupakan “serah lepas” dengan maksud E
memperlunak hukum adat setempat yang pada mulanya
tidak mengakui hak mewaris bagi anak perempuén. Jadi
saat iﬂi, hukum adat di Tapanuli telah berkém-bang ke
arah pemberiaﬁ hak yang sama kepada anak laki—laki dan.
anak perempuan.

“Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

1037/K/SIP/1971 tanggal 31 Juli 1973 :
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Hukum waris adat masyarakat "kecamatan Tulakan Yang

dikembéngkém melalui yurisprudeﬁsi tidak jarang sudah

berbeda dengan hukum adat asli Masyarakat kecamatan

Tulakan, karena sudah dimodernisasi agar sesual dengan

perkembangan masyarakat Indonesia 'pada masa sekarang

ini. Yurisprudensi tersebut antara lain :

Yur.isprudensi Maﬁkamah Agung Nomor
179/K/SIP/19.61 tanggal 23 Oktober 1961

Berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan umum juga, .
atas .hakikat persamaan hak aﬁtara laki-laki dan
perempuan, dalam beberapa keputusan mengambil sikap
dan mengang;gap sebagai hukum yang hidup di

Inddngsia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari

‘'seorang peninggal harta (pewaris), bersama-sama berhak

atas harta warisan, dengan kata lain bagian seorang anak

laki-laki adalah sama dengan bagian seorang anak -
perempuan.
Yurisprudensi ini kemudian menjadi tonggak keadilan

dalam hal pewarisan menurut hukum adat Masyarakat

3 gpleman Biasane Taneko; Da.s*ar:dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum 'Adat, Alumni, Bandung .

1981, Hal. 97,

[*]
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" BABV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

/o 1. Dalam masy‘a_rakat Pacitan khususnj/a di kecamatan Tulakan
yang menganut sistem Patrilineal, dahulu hanya memberikan
hak Waris atas harta warisan si pewaris bagi pihak laki-.laki atau
anak laki-laki saja, maka pihak- perempuan atau ana}(
perempuan tidak mendapat hak waris atas harta warisan si
Pewaris. | —

2. 'Dalam perkembahgannya kemudian, pihak perempuan atau
anak perel.npuzin bisa mendapatkan bagian warisan dari harta
warisan si pewari,s..

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi | I‘Jerkemban;gan‘ atau
perubahan yang adé mengenai hak waris perempuan dalam
hukum waris adat di. kabupaten Pacitan, antara lain adalah
adanya perubahan sosial dalam masyarakat, faktor pendidikan,
faktor perantauén / mi.grasli, faktor agama dan yurisprudensi
yang dikeluarkannya oleh Mahkamah Agung Republik

Indonesia.
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4, l.IBila terjadi sengketa daf;m hal pembagian warisan, terutama -
yang menyangkut \'hak waris perempuan dalam hukum wa1'*is

 adat di kabupatenvPacit'an khususnya di keéamatan Tulakan,
maka cara penyeleslaian yang banyak ditempuh adalah dengan
dua cara, cara musyawarah dan fnufakat serta cara penyelesaian

perkara di pengadilan.

B. SARAN
1. Hendaknya hukum kekeluargaan dan kewarisan  lebih’
dikembangkan' ke arah  hukum  yang bersistem

Parental/Bilateral, yang meniberikan kedudukan yang sederajat'
_antara laki-laki dan perempuan.

2. Hidup yang damai dan sejahtera adalah. merupakan keinginan
bagi setiép langgota masyarékat, oleh karena itu bila terjadi
sengketa dalam ‘masalah  hukum, khu.susnya ai “bidang
‘pewar'isan, hendaknya diszlesaikan secara b’aik—baik. dan

hasilnya dapat bermanfaat bagi masing-masing pihak.
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